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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH 

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka 

menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang 

mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di 

berbagai bidang dengan  menekankan terbangunnya struktur 

perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di 

berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang 

berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 telah 

mengarusutamakan Sustainaible Development Goals (SDGs) atau Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan, dimana target-target dari 17 SDGs beserta 

indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda 

pembangunan Indonesia ke depan. 

Pada agenda ke-3 Pembangunan Nasional; meningkatkan sumber 

daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; sektor kesehatan harus 

fokus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan 

kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan 

kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan 

upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan 

teknologi. Strategi yang digunakan untuk mencapai hal tersebut adalah 

peningkatan kesehatan ibu, anak, dan KB dan kesehatan reproduksi, 

percepatan perbaikan gizi, peningkatan pengendalian penyakit, 

pembudayaan perilaku hidup sehat melalui gerakan masyarakat hidup 

sehat, serta penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan 

makanan. 

Kegiatan pada RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan Program 

Kesehatan Masyarakat berfokus pada penurunan angka kematian ibu, 

angka kematian bayi, penurunan prevalensi stunting dan wasting pada 

balita yang kemudian diikuti dengan indikator-indikator pendukung. 

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang tengah 

disusun juga memuat indikator yang selaras dan mendukung indikator 

RPJMN 2020-2024. 

Indikator merupakan suatu ukuran yang dapat menunjukkan atau 

mengindikasikan keberhasilan suatu program dan datanya didapatkan 

melalui pencatatan dan pelaporan. Setiap indikator yang dilaporkan 

kepada pusat perlu dimonitor capaiannya. 

Dinas Kesehatan Kota Makassar merupakan bagian dari Pemerintah 

Kota Makassar dengan tugas dan tanggung jawab dalam hal pelayanan 
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umum di bidang kesehatan yang meliputi perumusan, penetapan dan 

pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat, 

pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan 

kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya kesehatan. Mengacu pada 

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah, Dinas Kesehatan Kota Makassar sebagai instansi 

pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan 

target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta 

menyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). 

Penyusunan LKJIP Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2022 

dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

mandat, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja 

sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 

dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, serta sebagai umpan balik untuk 

perbaikan kinerja pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga 

dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian 

kinerja Dinas Kesehatan Kota Makassar dalam satu tahun anggaran 

kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. 

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi 

pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan 

efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan 

umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka 

meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi 

penyusunan LKJIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja 

pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Dinas 

Kesehatan Kota Makassar. 

 

B. TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR OGRANISASI 

Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 73 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Makassar merupakan unsur 

pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada 

Daerah, dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan 

menyelenggarakan fungsi antara lain : 
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a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang 

kesehatan; 

b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang 

kesehatan; 

d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang 

kesehatan;  

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas didukung oleh 

unsur organisasi yang terdiri dari : 

1. Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan 

tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit 

organisasi di lingkungan dinas. 

2. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyusun, 

mengoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan bidang 

kesehatan masyarakat. 

3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas 

menyusun, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi 

kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. 

4. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyusun, 

mengoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan di 

bidang penyediaan fasilitas pelayanan dan layanan kesehatan. 

5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan yang mempunyai 

tugas menyusun, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi 

kebijakan di bidang pengembangan sumber daya kesehatan. 

Adapun Susunan Organisasi Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan 

Walikota Makassar Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, terdiri 

atas:  

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, terdiri atas : 

1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 

2. Subbagian Keuangan; 

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional; 
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d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional; 

e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional; 

f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Untuk menjalankan fungsi dan tugas tersebut, bagan struktur 

organisasi Dinas Kesehatan Kota Makassar sebagaimana bagan struktur 

organisasi pada halaman berikut: 
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Gambar 1.1 

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan 
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C. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 

Pembangunan bidang kesehatan terutama diarahkan untuk 

pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau kepada 

seluruh masyarakat, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi 

pemberi pelayanan kesehatan dasar dalam hal ini Dinas Kesehatan dan 

jaringannya yaitu puskesmas dan puskesmas pembantu. Selain itu Angka 

Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan status gizi 

masyarakat masih berfluktuasi mengalami peningkatan dan penurunan 

serta masih ada yang belum mencapai target. 

Secara umum, angka kesakitan akibat penyakit menular dapat 

diturunkan namumpenyakit infeksi dan penyakit menular khusunya ATM 

(AIDS HIV, TB dan Malaria) masih tinggi dan memerlukan upaya serius 

untuk menyelesaikannya. Di samping itu, terjadi peningkatan penyakit 

tidak menular yang berkontribusi besar terhadap kesakitan dan kematian. 

Masalah lain yang dihadapi adalah belum mencukupinya tenaga 

kesehatan, baik jumlah, jenis, kualitas dan distribusinya secara 

proporsional yang akan berpengaruh terhadap akses pelayanan 

kesehatan yang berkualitas dan dapat menimbulkan permasalahan pada 

sistem rujukan dan penanganan kasus tertentu. 

Penguatan sistem informasi kesehatan juga mendapatkan perhatian 

lebih di era teknologi informasi apalagi sejak ditetapkannya desentralisasi, 

yang turut berdampak pada keterbatasan data dalam pemetaan masalah 

dan penyusunan kebijakan dari tingkat provinsi maupun nasional. 

Masyarakat masih ditempatkan pada posisi sebagai objek pembangunan 

kesehatan, promosi kesehatan belum banyak merubah perilaku hidup 

bersih dan sehat serta pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan 

kesehatan masih rendah. Dalam pembangunan kesehatan, integrasi dan 

koordinasi dengan sektor terkait masih perlu ditingkatkan. 

Dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-

2026 telah disusun identifikasi bebagai isu untuk menetapkan isu strategs 

melalui 4 (empat) kriteria, yaitu identifikasi permasalahan berdasarkan 

tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi misi dan 

program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra 

Kementrian/Lembaga dan Renstra perangkat daerah, serta telaahan 

rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup. 

Penentuan isu strategis dilakukan melalui identifikasi berbagai isu 

dan dipilihlah menjadi beberapa isu yang dianggap sangat penting untuk 

ditangani. Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran 

perangkat daerah dirumuskan dengan menggunakan tiga tingkatan 

masalah, yaitu masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Masalah pokok 
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adalah masalah yang bersifat makro bagi perangkat daerah, dipecahkan 

melalui rumusan misi, tujuan, dan sasaran. Sementara masalah adalah 

uraian atas beberapa penyebab dari munculnya masalah pokok, yang 

dipecahkan melalui rumusan strategi. Tingkatan terakhir yaitu akar 

masalah yang merupakan uraian yang lebih rinci dari penyebab masalah 

dan dipecahkan melalui arah kebijakan. Suatu permasalahan perangkat 

daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan 

dan sasaran perangkat daerah, termasuk di dalamnya prioritas lain dari 

kebijakan nasional atau provinsi yang bersifat mandatori. Adapun 

permasalahan Dinas Kesehatan Kota Makassar yang terkait dengan 

prioritas dan sasaran adalah: 

1. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) 

2. Tingginya Angka Kematian Balita (AKB) 

3. Adanya permasalahan gizi pada ibu dan anak 

4. Adanya permasalahan dalam penanggulangan penyakit menular dan 

penyakit tidak menular 

Permasalahan Dinas Kesehatan Kota Makassar dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) 

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan 

pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa 

memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena 

kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab 

lain, per 100.000 kelahiran hidup. 

Jumlah kematian ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas 

di Kota Makassar tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah 

kematian sebanyak 12 sedangkan jumlah kematian ibu yang terendah 

adalah pada tahun 2017 dan 2018 dengan jumlah kematian ibu masing 

masing sebanyak 5. AKI tertinggi terjadi pada tahun 2019 dimana 

terdapat 44 kematian ibu yang disebabkan oleh kehamilan atau 

persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan pada periode tersebut 

per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan AKI terendah terjadi pada 

tahun 2017 dan 2018. 

Penyebab tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) adalah meningkatnya 

Angka Kematian Ibu dari tahun 2019 ke tahun 2020 yang disebabkan 

karena adanya penyakit penyerta, penyakit komplikasi pada saat 

hamil, persalinan dan nifas. 

Pemetaan masalah tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dapat dilihat 

dalam tabel yang disajikan di halaman berikut : 
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Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

Tingginya 
Angka 
Kematian Ibu 
(AKI) 

Meningkatnya 
Angka Kematian 
Ibu (AKI) 

Adanya penyakit penyerta, 
komplikasi saat hamil, 
persalinan dan nifas 

2. Tingginya Angka Kematian Balita (AKB) 

Angka kematian bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 

tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat 

dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai 

usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Ada 

banyak faktor yang mempengaruhi tingkat AKB tetapi tidak mudah 

untuk menentukan faktor yang paling dominan dan faktor yang 

kurang dominan. Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor 

aksesibilitas dan pelayanan kesehatan dari tenaga medis yang 

terampil, serta kesediaan masyarakat untuk merubah kehidupan 

tradisional ke norma kehidupan modern dalam bidang kesehatan 

merupakan faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat 

AKB. Menurunnya AKB dalam beberapa waktu terakhir memberi 

gambaran adanya peningkatan dalam kualitas hidup dan pelayanan 

kesehatan masyarakat. 

Dalam Profil Kesehatan Indonesia dijelaskan bahwa beberapa 

penyebab kematian bayi dapat bermula dari masa kehamilan. 

Penyebab kematian bayi yang terbanyak adalah disebabkan karena 

pertumbuhan janin yang lambat, kekurangan gizi pada janin, kelahiran 

prematur dan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Penyebab lainnya 

yang cukup banyak terjadi adalah kejadian kurangnya oksigen dalam 

rahim (Hipoksia intrauterus) dan kegagalan nafas secara spontan dan 

teratur pada saat lahir atau beberapa saat setelah lahir (Asfiksia lahir). 

Penyebab masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) adalah masih 

adanya kematian balita yang disebabkan adanya kelaianan bawaan 

yang tidak bisa ditangani dan adanya penyakit penyerta, penyakit 

komplikasi pada saat dihamilkan maupun setelah dilahirkan. 

Pemetaan masalah tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dapat dilihat 

dalam tabel berikut : 

Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

Tingginya 
Angka 
Kematian Balita 
(AKB) 

Masih adanya 
kematian balita 

Adanya kelainan bawaan 
yang tidak bisa ditangani 

Adanya penyakit penyerta, 
komplikasi pada saat 
dihamilkan maupun 
setelah dilahirkan 
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3. Adanya Permasalahan Gizi pada Ibu dan Anak 

Status gizi seseorang sangat erat kaitannya dengan permasalahan 

kesehatan secara umum, karena selain sebagai faktor predisposisi 

yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung juga dapat 

menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan individual. Bahkan 

status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang 

sedang menyusui sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil atau 

ibu menyusui. 

Karena adanya pandemi covid-19, pemberi dan penerima layanan 

membatasi kunjungan ke puskesmas maupun fasilitas kesehatan 

lainnya. Terjadinya pandemi covid-19 sejak awal tahun 2020 telah 

membawa pengaruh yang fundamental terhadap perekonomian Kota 

Makassar sehingga menurunkan pendapatan masyarakat bahkan ada 

yang kehilangan mata pencaharian yang berdampak pada pola hidup 

masyarakat, termasuk daya beli makanan sebagai salah satu upaya 

perbaikan gizi khususnya pada ibu maupun anak. 

Hal ini mempengaruhi angka prevalensi gizi buruk, prevalensi gizi 

kurang maupun prevalensi stunting pada balita. 

Pemetaan masalah gizi pada ibu dan anak dapat dilihat dalam tabel 

berikut : 

Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

Permasalahan 
gizi pada ibu 
dan anak 

Adanya 
permasalahan gizi 
pada ibu dan anak 

Pemberi dan penerima 
layanan membatasi 
kunjungan ke puskesmas 
maupun fasilitas 
kesehatan lainnya 

Menurunnya daya beli 
makanan  sebagai salah 
satu upaya perbaikan gizi 

4. Adanya permasalahan dalam penanggulangan penyakit menular dan 

penyakit tidak menular 

Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia 

yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, 

dan parasit. Penyakit menular tersebut antara lain Covid-19, 

pneumonia, tuberkulosis (TBC). Penanggulangan Penyakit Menular 

adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan 

preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan 

angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, 

serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antardaerah maupun 

antarnegara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar 
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biasa/wabah. Adapun masalah penyakit menular adalah masih 

tingginya potensi penyebaran Covid-19, rendahnya cakupan pelayanan 

terhadap balita penderita pneumonia, rendahnya penanganan 

penderita penyakit TBC, meningkatnya jumlah pasien tuberkulosis 

yang meninggal. 

Penyakit tidak menular (PTM) adalah penyakit yang tidak bisa 

ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan 

perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis). PTM tersebut 

antara lain hipertensi dan Diabetes Mellitus (DM). Penanggulangan 

PTM adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif 

dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif serta 

paliatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, 

kecacatan, dan kematian yang dilaksanakan secara komprehensif, 

efektif, efisien, dan berkelanjutan. Adapun masalah penyakit tidak 

menular adalah menurunnya capaian pelayanan kesehatan pada 

penderita hipertensi dan Diabetes Mellitus (DM). 

Pemetaan masalah dalam penanggulangan penyakit menular dan 

penyakit tidak menular dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

Permasalahan 
dalam 
penanggulanga
n penyakit 
menular dan 
penyakit tidak 
menular 

Adanya 
permasalahan 
dalam 
penanggulangan 
penyakit menular 
dan penyakit tidak 
menular 

Masih tingginya potensi 
penyebaran Covid-19 

Rendahnya cakupan 
pelayanan terhadap balita 
penderita pneumonia 

Rendahnya penanganan 
penderita penyakit TBC 

Meningkatnya jumlah 
pasien tuberkulosis yang 
meninggal 

Menurunnya capaian 
pelayanan kesehatan pada 
penderita Hipetensi 

Menurunnya capaian 
pelayanan kesehatan pada 
penderita Diabetes 
Mellitus (DM) 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 
Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2022 

 

11 

BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja 

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Strategis dan Rencana Kerja, yang dilaksanakan oleh Instansi 

Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Rencana Kinerja 

ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja 

yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja 

dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta 

merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. 

Rencana kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2022 

merupakan dokumen perencanaan yang memuat rencana program/kegiatan 

beserta rincian target kinerja capaian program yang akan di capai pada tahun 

2022. Penyusunan Rencana Kerja tahun 2022 disusun berpedoman pada 

Peraturan Walikota nomor 36 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kota Makassar tahun 2022 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan 

Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Makassar 

Nomor 55 tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah 

Tahun 2021-2026. 

 

A. RENCANA STRATEGIS 

Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan 

pembangunan yang berkelanjutan bidang ketenagakerjaan dirumuskan 

tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas 

Ketenagakerjaan dengan menjaga prinsip sinkronisasi dan konsistensi 

antar dokumen perencanaan pembangunan dengan mengacu pada 

strategi pembangunan daerah Kota Makassar sebagaimana Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kota 

Makassar. 

Dalam upaya mewujudkan Visi Kota Makassar Tahun 2022-2026 

“Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere' dan Smart 

City dengan Imunitas Kuat untuk Semua”, dengan 3 (tiga) misi Kota 

Makassar yaitu sebagai berikut : 

1. Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi 

birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik 

kelas dunia bersih dari indikasi korupsi; 

2. Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju 

masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi, sosial, budaya dan 

kesehatan kota yang kuat untuk semua; 
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3. Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia 

yang “Sombere’ dan Smart City” untuk semua. 

 

Dalam implementasi seluruh jenis pelayanan dan tugas Dinas 

Kesehatan kota Makassar berkaitan dengan misi kedua yaitu 

"Rekonstruksi Kesehatan, Ekonomi, Sosial dan Budaya Menuju 

Masyarakat Sejahtera dengan Imunitas Ekonomi, Sosial, Budaya dan 

Kesehatan Kota yang Kuat untuk Semua pada Tujuan 2.1 yaitu 

"Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Mitigasi Sosial" pada 

sasaran 2.1.1 yaitu "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan". 

Berdasarkan hal di atas serta untuk mengatasi berbagai masalah dan 

mengantisipasi isu-isu strategis berupa ancaman dan peluang dalam 

pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Makassar telah 

menetapkan tujuan, sasaran strategis dan kebijakan sebagaimana 

tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-

2026. Adapun strategi, kebijakan, sasaran strategis dan indikator kinerja 

tahun 2021-2026 dijabarkan pada tabel di halaman berikut: 
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Tabel 2.1 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

Dinas Kesehatan Kota Makassar 

Tahun 2021 – 2026 

    Visi : Makassar Kota Dunia yang Sombere dan Smart City dengan Imunitas Kuat untuk Semua  

Misi II 
: Rekonstruksi Kesehatan, Ekonomi, Sosial dan Budaya menuju Masyarakat Sejahtera dengan Imunitas Ekonomi dan Kesejahteraan Kota yang 

Kuat  untuk Semua 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatkan 

Derajat Kesehatan 
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 

Penguatan upaya promotif dan preventif 

kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat 

Peningkatan kualitas layanan kesehatan di 

puskesmas dan rumah sakit umum daerah 

  

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 

melalui penyediaan sarana dan prasarana 

kesehatan 

Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan 

keterpenuhan sarana dan prasarana 

 
Menurunnya Angka Kematian Ibu  

Peningkatan pelayanan maternal di fasilitas 

pelayanan kesehatan 

Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan 

keterpenuhan sarana dan prasarana 

  Menurunnya Angka Kematian Bayi 
Penguatan upaya promotif dan preventif 

kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat 

Pelayanan kesehatan secara kontinue 

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif 

  
Menurunnya Penyakit Menular dan tidak 

Menular 

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 

melalui penyediaan sarana dan prasarana 

kesehatan 

Penanganan Pandemi Covid-19 melalui 

protokol kesehatan yang ketat 

  Menurunnya Masalah Gizi 
Percepatan perbaikan gizi masyarakat dan 

penanggulangan permasalahan gizi 

Pemulihan kesehatan dan pemantapan 

imunitas  
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Tabel  2.2 

Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra 

Tahun 2021-2026 

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- 

2022 2023 2024 2025 2026 

Meningkatkan 

Derajat 

Kesehatan 

Masyarakat 

Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Kesehatan 

Usia Harapan Hidup 72,1 72,2 72,3 72,4 72,5 

Menurunnya Angka 

Kematian Ibu 

Angka Kematian Ibu per 100.000 

Kelahiran Hidup 

42,17 35,4 28,63 21,87 19,21 

Menurunnya Angka 

Kematian Bayi 

Angka Kematian Bayi per 1.000 

Kelahiran Hidup 

1,29 1,25 0,91 0,88 0,86 

Menurunnya  Penyakit 

Menular dan Tidak 

Menular 

Prevalensi Tuberkulosis 0,2 0,2 0,188 0,185 0,18 

Prevalensi HIV 0,041 0,038 0,035 0,032 0,029 

Pelayanan Kesehatan Penderita 

Hipertensi 

100% 100% 100% 100% 100% 

Pelayanan Kesehatan Penderita 

DM 

100% 100% 100% 100% 100% 

Menurunnya Masalah Gizi Persentase Balita Gizi Buruk 1,64% 1,54% 1,43% 1,32% 1,22% 

Prevalensi Balita Gizi Kurang 6,05 5,79 5,51 5,26 4,99 

Prevalensi Stunting 6,90 9,80 9,70 6,60 6,50 
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Gambar 2.1 

Cascading Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 

dan RENSTRA Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2021-20226 
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B. INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu 

tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi. Tujuan penetapan IKU yaitu 

untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam 

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh 

ukuran keberhasilan dari percapaian suatu tujuan dan sasaran strategis 

yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas 

kinerja. 

IKU Dinas Kesehatan Kota Makassar yang ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor 

14.1/Dinkes/440/I/Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama 

Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2022-2026. 

Adapun IKU Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2022-2026 

adalah sebagaiman yang tertuang pada tabel di halaman berikut: 
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Tabel 2.3 

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2021-2026 

No. Tujuan/Sasaran 
Renstra 

Indikator 
Kinerja 

Utama (IKU)  

Sumber Data Keterangan/Rumus Perhitungan 

1. Meningkatkan 
Derajat Kesehatan 
Masyarakat 

Indeks 
Kesehatan 

BPS Indeks 
Kesehatan = 

Angka Harapan Hidup – Angka Harapan Hidup Minimal 
Angka Harapan Hidup Maksimal – Angka Harapan Hidup 

Minimal 

2. Meningkatnya 
Kualitas Pelayanan 
Kesehatan 

Usia Harapan 
Hidup 

BPS Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada 
perubahan pola mortalitas menurut umur 

3. Menurunnya Angka 
Kematian Ibu (AKI) 

Angka 
Kematian Ibu 
per 100.000 
Kelahiran 
Hidup 

Bidang 
Kesehatan 

Masyarakat 
Dinas 

Kesehatan 

Jumlah kematian ibu pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi 
kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan 
yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan 
karena sebab-sebab lain per 100.000 kelahiran hidup 

AKI = 

Jumlah Ibu yang meninggal karena hamil, 
bersalin dan nifas di suatu wilayah pada kurun 

waktu tertentu 
Jumlah kelahiran hidup di wilayah pada waktu 

yang sama 

x 100.000 

4 Menurunnya Angka 
Kematian Bayi (AKB) 

Angka 
Kematian 
Bayi per 1.000 
Kelahiran 
Hidup 

Bidang 
Kesehatan 

Masyarakat 
Dinas 

Kesehatan 

Jumlah kematian bayi usia 0 tahun (0-11 bulan) dari setiap 1.000 kelahiran 
hidup pada tahun tertentu 

AKB = 

Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal 
dalam suatu wilayah pada kurun waktu tertentu 
Jumlah kelahiram hidup di wilayan pada waktu 

yang sama 

x 1.000 
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No. Tujuan/Sasaran 
Renstra 

Indikator 
Kinerja 

Utama (IKU)  

Sumber Data Keterangan/Rumus Perhitungan 

5. Menurunnya 
Penyakit Menular 
dan Tidak Menular 

Prevalensi 
Tuberkulosis 

Bidang 
Pencegahan 

dan 
Pengandalian 
Penyakit (P2P) 

Dinas 
Kesehatan 

Jumlah penderita penyakit TB/tuberculosis yang ditemukan dibandingkan 
dengan jumlah penduduk dalam wilayah dan waktu tertentu dikalikan 
konstanta 

 
Prevalensi 

TB = 

Jumlah kasus TB yang ditemukan pada kurun 
waktu tertentu 

Jumlah penduduk di suatu wilayah kerja pada 
kurun waktu yang sama 

x 100.000 

  Prevalensi 
HIV 

Bidang 
Pencegahan 

dan 
Pengandalian 
Penyakit (P2P) 

Dinas 
Kesehatan 

Banyaknya jumlah kasus baru HIV yang ditemukan dalam satu wilayah kerja 
pada kurun waktu tertentu 

 
Prevalensi 

HIV = 

Jumlah kasus baru HIV yang ditemukan dalam 
kurun waktu tertentu 

Jumlah penduduk di suatu wilayah kerja pada 
kurun waktu yang sama 

x 100.000 

  Pelayanan 
Kesehatan 
Penderita 
Hipertensi 

Bidang 
Pencegahan 

dan 
Pengandalian 
Penyakit (P2P) 

Dinas 
Kesehatan 

Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan 
dibandingkan seluruh pencerita hipertensi usia 15 tahun ke atas 

Rumus = 

Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di 
wilayah tertentu yang mendapat pelayanan 
kesehatan dalam kurun waktu satu tahun 

Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang 
berada di wilayah tertentu dalam kurun waktu 

yang sama 

x 100% 
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No. Tujuan/Sasaran 
Renstra 

Indikator 
Kinerja 

Utama (IKU)  

Sumber Data Keterangan/Rumus Perhitungan 

  Pelayanan 
Kesehatan 
Penderita 
Diabetes 
Mellitus (DM) 

Bidang 
Pencegahan 

dan 
Pengandalian 
Penyakit (P2P) 

Dinas 
Kesehatan 

Persentase penderita Diabetes Mellitus usia 15 tahun ke atas yang 
mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu 
satu tahun 

Rumus = 

Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥15 
tahun di wilayah tertentu yang mendapat 

pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu 
tahun 

Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥15 
tahun yang berada di wilayah tertentu dalam 

kurun waktu yang sama 

x 100% 

5 Menurunnya 
Masalah Gizi 

Persentase 
Balita Gizi 
Buruk 

Bidang 
Kesehatan 

Masyarakat 
Dinas 

Kesehatan 

Anak umur 0-59 bulan dengan kategori status berdasarkan Indeks Berat 
Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) memiliki Z-score kurang dari -3 
Standar Deviasi 

Rumus = 
Jumlah balita gizi buruk 

Jumlah balita yang diukur berat badan dan 
panjang/tinggi badan 

x 100% 

  Prevalensi 
Balita Gizi 
Kurang 

Bidang 
Kesehatan 

Masyarakat 
Dinas 

Kesehatan 

Anak umur 0-59 bulan dengan kategori status berdasarkan Indeks Berat 
Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) memiliki Z-score kurang dari -2 
Standar Deviasi 

Rumus = 

Jumlah balita gizi kurang 
Jumlah balita yang diukur berat badan dan 

panjang/tinggi badan 
 

x 100% 
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No. Tujuan/Sasaran 
Renstra 

Indikator 
Kinerja 

Utama (IKU)  

Sumber Data Keterangan/Rumus Perhitungan 

  Prevalensi 
Stunting 

Bidang 
Kesehatan 

Masyarakat 
Dinas 

Kesehatan 

Anak umur 0-59 bulan dengan kategori status berdasarkan Indeks Panjang 
Badan menurut Umur (P/UB) memiliki Z-score kurang dari -2 Standar Deviasi 

Rumus = 

Jumlah balita pendek 
Jumlah balita yang diukur berat badan dan 

panjang/tinggi badan 
 

x 100% 
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C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja 

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan 

dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai 

kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis 

dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat 

dicapai dalam tahun 2022 serta menyebutkan tentang program dan uraian 

kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis. Perjanjian kinerja 

Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2022 secara rinci adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2.4 

Perjanjian Kinerja 

Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2022 

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. Meningkatnya 

kualitas pelayanan 

kesehatan 

Angka Harapan Hidup 72,1 

2. Menurunnya Angka 

Kematian Ibu 

Angka Kematian Ibu per 100.000 

Kelahiran Hidup 

42,17 

3. Menurunnya Angka 

Kematian Bayi 

Angka Kematian Bayi per 1.000 

Kelahiran Hidup 

1,29 

4. Menurunnya 

Penyakit Menular 

dan Tidak Menular 

a. Prevalensi Tuberkulosis 

b. Prevalensi HIV 

c. Pelayanan Kesehatan 

Penderita Hipetensi 

d. Pelayanan Kesehatan 

Penderita DM 

0,2% 

0,041% 

100% 

 

100% 

5. Menurunnya 

Masalah Gizi 

a. Persentase Balita Gizi Buruk 

b. Prevalensi Balita Gizi Kurang 

c. Prevalensi Stunting 

1,64% 

6,05% 

6,9% 

NO. PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

a. Indeks Kepuasan ASN 

Perangkat Daerah terhadap 

Pelayanan Kesekretariatan 

(Kepegawaian, Perlengkapan 

dan Keuangan) 

90% 

b. Persentase Sarana dan 

Prasarana Aparatur dalam 

Kondisi Baik 

90% 
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c. Persentase Ketersediaan 

Laporan Keuangan dan 

Laporan Kinerja Perangkat 

Daerah 

100% 

2. Pemenuhan Upaya 

Kesehatan 

Perorangan dan 

Upaya Kesehatan 

Masyarakat 

a. Persentase Ibu Hamil 

Mendapat Layanan Kesehatan 

Ibu Hamil 

100% 

b. Persentase Ibu Bersalin 

Mendapat Layanan Kesehatan 

100% 

c. Persentase Bayi Baru Lahir 

Mendapatkan Layanan 

Kesehatan Bayi Baru Lahir 

100% 

d. Persentase Balita yang 

Mendapat Layanan Kesehatan 

100% 

e. Persentase Warga Negara 

Usia Pendidikan Dasar yang 

Mendapatkan Layanan 

Kesehatan 

100% 

f. Persentase Warga Negara 

Usia Produktif yang 

Mendapatkan Layanan 

Kesehatan 

100% 

g. Persentase Warga Negara 

Usia Lanjut yang 

Mendapatkan Layanan 

Kesehatan 

100% 

h. Persentase Warga Negara 

Penderita Hipertensi yang 

Mendapatkan Layanan 

Kesehatan 

100% 

i. Persentase Warga Negara 

Penderita Diabetes Mellitus 

yang Mendapat Layanan 

Kesehatan 

100% 

j. Persentase Warga Negara 

dengan Gangguan Jiwa Berat 

yang Terlayani Kesehatan 

100% 

k. Persentase Warga Negara 

Terduga Tuberkulosis yang 

100% 
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Mendapatkan Layanan 

Kesehatan 

l. Persentase Warga Negara 

dengan Risiko Terinfeksi Virus 

yang Melemahkan Daya 

Tahan Tubuh (Human 

Immunodeficiency Virus) yang 

Mendapatkan Layanan 

100% 

3. Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Manusia 

Kesehatan 

Persentase Sumber Daya 

Manusia Kesehatan yang 

Mendapatkan Pendidikan dan 

Pelatihan Teknis 

85% 

4. Sediaan Farmasi, 

Alat Kesehatan dan 

Makanan Minuman 

a. Persentase Ketersediaan 

Kebutuhan Farmasi pada RSUD 

dan Puskesmas 

100% 

b. Persentase Ketersediaan 

Kebutuhan Alat Kesehatan 

pada RSUD 

60% 

5. Pemberdayaan 

Masyarakat Bidang 

Kesehatan 

a. Persentase Posyandu Aktif 100% 

b. Cakupan Bayi Mendapat ASI 

Eksklusif 

45% 

Dalam Perjanjian Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2022 untuk 

pembangunan bidang kesehatan dengan 5 (lima) program dan didukung 

dana sebesar Rp 573.040.186.757,- (lima ratus tujuh puluh tiga milyar 

empat puluh juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh 

tujuh rupiah). Adapun rincian anggaran tersebut di atas adalah sebagai 

berikut: 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 

dengan 8 (delapan) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan 

serta didukung dana sebesar Rp 156.841.657.774,- (seratus lima puluh 

enam milyar delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus lima 

puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah). 

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 

Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya 

kesehatan masyarakat dengan 4 (empat) kegiatan dan 46 (empat 

puluh enam) sub kegiatan serta didukung dana sebesar Rp 

406.581.693.983,-  (empat ratus enam milyar lima ratus delapan puluh 
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satu juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan 

puluh tiga rupiah). 

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 

Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan 

dengan 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan serta didukung 

dana sebesar Rp 230.621.000,- (dua ratus tiga puluh juta enam ratus 

dua puluh satu ribu rupiah). 

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 

Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman 

dengan 6 (enam) kegiatan dan 6 (sub kegiatan) serta didukung dana 

sebesar Rp 1.126.326.000,- (satu milyar seratus dua puluh enam juta 

tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah). 

5. Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 

Program pemberdayan masyarakat di bidang kesehatan dengan 2 

(dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan serta didukung dana sebesar 

Rp 8.259.888.000,- (delapan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta 

delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). 

Target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator 

tingkat sasaran maupun indikator kinerja yang ada di tiap program dan 

kegiatan. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Makassar 

Tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran. 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. CAPAIAN KINERJA 

Upaya untuk memperluas cakupan pembangunan kesehatan dan 

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terus dilakukan antara lain 

dengan mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat luas 

untuk sehat, pembangunan bidang kesehatan di Kota Makassar juga 

diselenggarakan dengan membangun kemitraan antara pemerintah, 

masyarakat dan privat sektor yang diharapkan meningkatkan kinerja 

Pemerintah Kota Makassar, sehingga target Capaian Kinerja yang telah 

ditetapkan dapat dicapai dengan optimal. 

Pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Makassar pada tahun 2022 

dilakukan dengan mengukur 5 (lima) sasaran dan 5 (lima) program yang 

telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja sesuai dengan Rencana 

Strategis Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2021-2026, sehingga 

pengukuran, pencapaian, evaluasi dan analisis disajikan dalam Laporan 

Kinerja ini lebih terfokus pada realisasi sasaran dan target. 

1. Capaian Kinerja Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota 

Makassar Tahun 2022 

Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil suatu penilaian yang 

didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kota 

Makassar. Secara ringkas capaian kinerja masing-masing indikator 

sasaran tersebut dapat digambarkan dalam Matriks Pengukuran 

Pencapaian Sasaran yang tertuang pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Pengukuran Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 

Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2022 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
% 

CAPAIAN  

Usia Harapan Hidup  72,1 72,4 100,42 

 Rata-rata Capaian Sasaran 1 100,42 

Angka Kematian Ibu per 

100.000 Kelahiran Hidup 
42,17 78,84 13,04 

 Rata-rata Capaian Sasaran 2 13,04 

Angka Kematian Bayi per 

1.000 Kelahiran Hidup 
1,29% 6,27% -286,05 

 Rata-rata Capaian Sasaran 3 -286,05 

Prevalensi tuberkulosis 0,2% 0,27% 65 
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INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
% 

CAPAIAN  

Prevalensi HIV 0,041% 0,074% 19,51 

Pelayanan kesehatan 

penderita hipertensi 
100% 97,68% 97,68 

Pelayanan kesehatan 

penderita DM 
100% 101,94% 101,94 

 Rata-rata Capaian Sasaran 4 71,03 

Persentase balita gizi 

buruk 
1,64% 1,34% 81,71 

Prevalensi balita gizi 

kurang 
6,05% 5,64% 93,22 

Prevalensi stunting 6,9% 4,08% 140,87 

 Rata-rata Capaian Sasaran 5 105,27 

Persentase Capaian Kinerja 0,74 

Adapun analisis capaian kinerja sasaran pada tabel di atas adalah 

sebagai berikut: 

a. Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 

Indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan 

kesehatan adalah Usia Harapan Hidup (UHH). Adapun hasilnya 

adalah seperti pada tabel berikut: 

Tabel  3.2 

Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 

Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2022 

INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET REALISASI 

% 

CAPAIAN  

Usia Harapan Hidup  72,1 72,4 100,42 

 Rata-rata Capaian Sasaran 1 100,42 

Rata-rata capaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan 

kesehatan adalah 100,42% atau termasuk kategori sangat tinggi. 

UHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang 

dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminan 

derajat kesehatan suatu masyarakat. UHH sebesar 72,4, artinya 

secara rata-rata bayi yang baru lahir pada tahun 2022 memiliki 

peluang untuk bertahan hidup sampai dengan 72,4 tahun. 

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, UHH penduduk 

Indonesia saat lahir mencapai 71,85 tahun pada tahun 2022. Angka 

tersebut meningkat 0,28 tahun dibandingkan pada tahun 

sebelumnya yang sebesar 71,57 tahun. Sedangkan berdasarkan 
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data PBB, pada 1960 media angka harapan hidup saat lahir di 

Indonesia adalah 46.45 tahun. Kemudian angkanya terus 

membaik, hingga pada tahun 2022 mediannya mencapai 68,25 

tahun. 

Pada tahun 2021, target UHH adalah 72,1 dengan realisasi 72,13. 

Capaian tahun 2021 adalah 100% dan capaian tahun 2022 juga 

sudah mencapai target bahkan melebihi dengan hasil persentase 

capaian 100,42%. 

b. Sasaran 2: Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) 

Indikator kinerja sasaran menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) 

adalah Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup. Adapun 

hasilnya adalah seperti pada tabel berikut: 

Tabel  3.3 

Capaian Sasaran Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) 

Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2022 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN  

Angka Kematian Ibu 

per 100.000 

Kelahiran Hidup 

42,17 78,84 13,04 

 Rata-rata Capaian Sasaran 2 13,04 

Rata-rata capaian sasaran menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) 

adalah 13,04% atau termasuk kategori sangat rendah. 

AKI adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu 

penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan dan 

penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau 

kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa 

nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama 

kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini secara 

langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait dengan 

kehamilan, persalinan dan nifas. AKI dipengaruhi beberapa faktor 

termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan, ekonomi, 

sosial budaya dan pelayanan kesehatan selama kehamilan dan 

melahirkan. 

AKI merupakan salah satu target Sustainable Development Goals 

(SDGs) dalam menurunkan AKI menjadi 70 per 100 ribu kelahiran 

hidup pada tahun 2030. Menurut WHO, AKI sampai tahun 2022 

mencapai 207 per 100 ribu kelahiran hidup. Kementerian 

Kesehatan RI mencatat AKI di Indonesia pada tahun 2022 berkisar 
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183 per 100 ribu kelahiran. Kondisi ini jauh berbeda dibandingkan 

dengan Malaysia dengan AKI 20 per 100 ribu kelahiran. 

Pada tahun 2022, jumlah ibu yang meninggal pada saat hamil, 

bersalin maupun nifas di Kota Makassar adalah 21 orang dengan 

jumlah kelahiran hidup sebanyak 26.636 sehingga diperoleh AKI 

sebesar 78,84. Sehingga jika dibandingkan dengan AKI Nasional 

yang berkisar 183 per 100 ribu kelahiran dan AKI global menurut 

WHO yang mencapai 207 per 100 ribu kelahiran, maka Kota 

Makassar masih di bawah angka nasional maupun angka global 

dengan 79 per 100 ribu kelahiran. 

Adapun penyebab kematian yang paling sering terjadi di Kota 

Makassar adalah eklamsi (kelainan pada masa kehamilan, saat 

persalinan atau setelah persalinan), perdarahan, adanya infeksi 

dan/atau sepsis (komplikasi berbahaya akibat respons tubuh 

terhadap infeksi). 

Pada tahun 2021, jumlah ibu yang meninggal karena hamil, 

bersalin dan nifas di Kota Makassar adalah 14 orang. Jumlah 

kelahiran hidup adalah 27.097, sehingga diperoleh AKI sebesar 

51,66. Adapun penyebab kematian yang tercatat adalah COVID-19, 

perdarahan, Hipertensi dalam kehamilan dan penyebab lainnya. 

Terjadi penurunan capaian dari tahun 2021 ke tahun 2022 yaitu 

dari 77,47% ke 13,04%. Hal ini disebabkan salah satunya dengan 

adanya perbaikan pencatatan dan pelaporan. Pencatatan saat ini 

dilakukan secara online, dimana fasilitas kesehatan baik 

puskesmas maupun rumah sakit melaporkan lewat aplikasi secara 

online. Selain itu, Sistem Rujukan Terpadu (SISRUTE) belum 

berjalan maksimal dan juga perlunya peningkatan kapasitas 

petugas dalam menangani pasien yang akan dirujuk misalnya 

melakukan stabilisasi sebelum dirujuk. 

c. Sasaran 3: Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) 

Indikator kinerja sasaran menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) 

adalah Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup. Adapun 

hasil capaian sasaran 3 tersaji pada tabel di halaman berikut: 
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Tabel  3.4 

Capaian Sasaran Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) 

Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2022 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN  

Angka Kematian Bayi 

per 1.000 Kelahiran 

Hidup 

1,29 6,27 -286,05 

 Rata-rata Capaian Sasaran 3 -286,05 

Rata-rata capaian sasaran menurunnya Angka Kematian Bayi 

(AKB) adalah -286,05% atau termasuk kategori sangat rendah. 

AKB adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai 

umur 1 (satu) tahun pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran 

hidup pada periode waktu yang sama. AKB merupakan indikator 

yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di 

masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap 

lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat 

kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. AKB terutama 

terjadi pada umur o-28 hari, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi 

ibu pada masa sebelum hamil, saat hamil, bersalin dan perawatan 

bayi baru lahir. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), AKB di Indonesia 

sebesar 16,85 per 1.000 kelahiran hidup. Angka tersebut turun 

1,74% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 17,2 per 

1.000 kelahiran hidup. 

Pada tahun 2022, jumlah kematian bayi di Kota Makassar adalah 

sebanyak 167 dengan jumlah kelahiran hidup adalah 26.636 

sehingga diperoleh AKB sebesar 6,34. Sehingga jika dibandingkan 

dengan AKB Nasional yang berkisar 16,85 per 1.000 kelahiran, 

maka Kota Makassar juga masih berada di bawah angka nasional 

dengan 6,34 per 1.000 kelahiran. Adapun penyebab terbanyak di 

Kota Makassar adalah BBLR, asfiksia, sepsis, dan kelainan 

bawaan. 

Pada tahun 2021, jumlah kematian bayi berumur kurang dari 1 

(satu) tahun di Kota Makassar adalah sebanyak 69 bayi. Jumlah 

kelahiran hidup adalah 27.097, sehingga diperoleh AKB sebesar 

2,55. Adapun penyebab kematian yang tercatat adalah asfiksia, 

BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah), kelainan kongenital, dan 

penyebab lainnya. 
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Terjadi penurunan capaian dari tahun 2021 ke tahun 2022 yaitu 

dari 2,32% ke -286,05%. Penyebabnya kurang lebih sama dengan 

AKI yaitu adanya perbaikan pencatatan dan pelaporan. 

Pencatatan saat ini dilakukan secara online, dimana fasilitas 

kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit melaporkan 

lewat aplikasi secara online. Selain itu, pola hidup masyarakat 

khususnya perempuan dalam mempersiapkan dirinya menjadi ibu 

misalnya mengatur pola makan dengan mengurangi atau tidak 

mengkonsumsi makanan cepat saji atau makanan yang kurang 

mengandung nilai gizi, perlunya dukungan keluarga dan 

masyarakat, serta 4T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, 

terlalu sering/banyak) yang tinggi saat ini. Hal tersebut menjadi 

penyebab anak yang lahir dengan berat badan rendah ataupun 

mengalami asfiksia. 

d. Sasaran 4: Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular 

Indikator kinerja sasaran menurunnya penyakit menular dan tidak 

menular adalah prevalensi tuberkulosis, prevalensi HIV, pelayanan 

kesehatan pada penderita hipertensi dan pelayanan kesehatan 

penderita pada Diabetes Mellitus (DM). 

Target dan realisasi dari masing-masing indikator kinerja yang 

tersebut di atas, disajikan dalam bentuk tabel berikut: 

Tabel  3.5 

Capaian Sasaran Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak 

Menular Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2022 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN  

Prevalensi 

tuberkulosis 
0,2% 0,27% 65 

Prevalensi HIV 0,041% 0,074% 19,51 

Pelayanan kesehatan 

penderita hipertensi 
100% 97,68% 97,68 

Pelayanan kesehatan 

penderita DM 
100% 101,94% 101,94 

 Rata-rata Capaian Sasaran 4 71,03 

Rata-rata capaian sasaran menurunnya penyakit menular dan 

tidak menular adalah 71,03% atau termasuk kategori sedang. 

Penjelasan masing-masing indikator kinerja sasaran menurunnya 

penyakit menular dan tidak menular dapat diurai sebagai berikut: 

i. Prevalensi Tuberkulosis 
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Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular yang disebabkan 

oleh Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang 

paru dan organ lainnya. TB sampai dengan saat ini masih 

merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di 

dunia walaupun upaya penanggulangan TB telah 

dilaksanakan di banyak negara sejak tahun 1995. 

Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) di 

Indonesia kasus TB mencapai angka 1.000.000 kasus. Dan 

jumlah kematian akibat penyakit TB diperkirakan mencapai 

110.000 kasus per tahun. 

Pada tahun 2021, kasus penderita TB baik baru maupun lama 

di kota Makassar sebanyak 3.882 kasus dengan jumlah 

penduduk 1.462.442 sehingga diperoleh tingkat prevalensi 

0,27 per 100 kasus. Target prevalensi TB tahun 2021 adalah 

0,2% dan realisasinya adalah 0,27% sehingga diperoleh 

capaian 65%. 

Pada tahun 2022, kasus baru maupun lama pada penderita 

TB di kota Makassar sebanyak 3.902 kasus dengan jumlah 

penduduk 1.463.809 sehingga diperoleh tingkat prevalensi 

0,27 per 100 kasus. Target prevalensi TB tahun 2022 adalah 

0,2% dan realisasinya adalah 0,27% sehingga diperoleh 

capaian 65%. Capaian tahun 2022 sama dengan capaian 

tahun 2021. 

Mulai tahun ini, dibentuk Forum Multi Sektor Eliminasi TB 

(FMS-TB) Kota Makassar dengan ketuanya adalah Ketua Tim 

Penggerak PKK Kota Makassar dengan melibatkan 

beberapa SKPD, pihak swasta/dunia usaha, organisasi 

profesi, komunitas/LSM/CSO, akademisi/perguruan 

tinggi/asosiasi, serta media. Dengan adanya FMS-TB ini 

diharapkan mampu mengakselerasi pencapaian TB yaitu 

eliminasi TB di Tahun 2030. 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendeteksi ada 

717.941 kasus tuberkulosis (TBC) di Indonesia pada 2022. 

Jumlah tersebut melonjak 61,98% dibandingkan pada tahun 

sebelumnya yang sebesar 443.235 kasus. Menurut laporan 

Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia 

mencapai 275,77 juta orang pada tahun 2022, sehingga 

prevalensi TB di Indonesia pada tahun 2022 adalah 0,26%. 

Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi 

prevalensi TB di Kota Makassar pada tahun 2022. 
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ii. Prevalensi HIV 

HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah sejenis virus 

yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan 

turunnya kekebalan tubuh manusia. Acquired Immune 

Deficiency Syndrom (AIDS) adalah sekumpulan gejala yang 

timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan 

infeksi oleh HIV. 

Pada tahun 2021, pasien HIV AIDS di kota Makassar 

sebanyak 784 dengan jumlah penduduk 1.462.442 sehingga 

diperoleh tingkat prevalensi 0,054 per 100 kasus. Target 

prevalensi HIV tahun 2021 adalah 0,041% dan realisasinya 

adalah 0,054% sehingga diperoleh capaian 68,29%. 

Pada tahun 2022, pasien HIV AIDS di Kota Makassar 

sebanyak 1.083 dengan jumlah penduduk 1.463.809 

sehingga diperoleh tingkat prevalensi 0,074 per 100 kasus. 

Target prevalensi HIV tahun 2022 adalah 0,041% dan 

realisasinya adalah 0,074% sehingga diperoleh capaian 

19,51%. 

Meningkatnya capaian prevalensi HIV dari tahun 2021 ke 

tahun 2022, yaitu dari 0,054 menjadi 0,074 adalah 

banyaknya kasus ditemukan dengan adanya upaya 

tambahan berupa kegiatan pemeriksaan skrining HIV secara 

mobile yang dilakukan di tempat-tempat berisiko (hotspot) 

seperti tempat hiburan malam, panti pijat, dll. 

Menurut laporan Badan Narkotika Nasional (BNN), 

sepanjang tahun 2022 ada 62.856 kasuas HIV di Indonesia. 

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah 

penduduk Indonesia mencapai 275,77 juta orang pada tahun 

2022, sehingga prevalensi HIV di Indonesia pada tahun 2022 

adalah 0,023%. Prevalensi HIV di Makassar pada tahun 2022 

lebih tinggi dari pada prevalensi HIV di Indonesia. 

iii. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 

Definisi hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah 

peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan 

tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada dua kali 

pengukuran dengan selang waktu 5 (lima) menit dalam 

keadaan cukup istirahat/tenang. Peningkatan tekanan darah 

yang berlangsung dalam jangka waktu lama (persisten) 

dapat menimbulkan kerusakan pada ginjal (gagal ginjal), 

jantung (penyakit jantung coroner) dan otak (menyebabkan 
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stroke) bila tidak dideteksi secara dini dan mendapat 

pengobatan yang memadai. Hipertensi juga sering disebut 

“the silent killer” karena sering tanpa keluhan. 

Pada tahun 2021, jumlah penderita hipertensi yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar 

di kota Makassar adalah sebanyak 167.508 orang dengan 

jumlah perkiraan penderita hipertensi sebanyak 247.934, 

sehingga diperoleh persentase sebesar 67,58%. 

Pada tahun 2022, jumlah penderita hipertensi yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 

sebanyak 293.548 orang dengan jumlah perkiraan penderita 

hipertensi adalah 300.530, sehingga diperolah capaian 

sebesar 97,68%. 

Adanya peningkatan capaian dari tahun 2021 ke tahun 2022 

yaitu dari 67,58% menjadi 97,68% adalah adanya upaya 

tambahan berupa kegiatan yang menyentuh langsung ke 

masyarakat diberi nama KECE HDR (Kenali dan Cegah 

Penyakit Hipertensi, Diabetes dan Rokok). Pada kegiatan 

KECE HDR dilakukan skrining kepada masyarakat utamanya 

yang berada di Lorong Wisata (inovasi Kota Makassar). 

Salah satu penyakit yang diskrining adalah penyakit 

hipertensi. 

Data Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan 

Keluarga (PIS-PK) tahun 2022, penderita hipertensi yang 

berobat secara teratur sebesar 27,5%. Alasan tidak minum 

obat teratur adalah karena merasa sehat, hipertensi 

memang tidak bergejala, kalau dibiarkan saja lama-lama bisa 

terjadi komplikasi yakni bisa stroke, jantung dan lainnya. 

iv. Pelayanan kesehatan penderita DM 

DM (Diabetes mellitus) atau disebut diabetes saja 

merupakan penyakit gangguan metabolik menahun akibat 

pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak 

dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif. 

Insulin adalah hormon yang mengatur keseimbangan kadar 

gula darah. Akibatnya terjadi peningkatan konsentrasi 

glukosa di dalam darah (hiperglikemia). 

Terdapat 2 (dua) kategori utama DM yaitu diabetes tipe 1 

dan tipe 2. Diabetes tipe 1 ditandai dengan kurangnya 

produksi insuilin, sedangkan diabetes tipe 2 disebabkan 

penggunaan insulin yang kurang efektif oleh tubuh. 
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Diabetes tipe 2 merupakan 90% dari seluruh diabetes. 

Sedangkan diabetes gestasional adalah hiperglikemia yang 

didapatkan pada saat kehamilan. 

Pada tahun 2021, jumlah penderita DM yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai dengan standar di kota 

Makassar adalah sebanyak 23.934 orang dengan jumlah 

sasaran penderita DM adalah sebanyak 23.934, sehingga 

diperoleh persentase sebesar 100%. 

Pada tahun 2022, jumlah penderita DM yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai standar di Kota Makassar 

adalah sebanyak 25.010 orang dengan jumlah sasaran 

penderita DM adalah sebanyak 24.533 orang, sehingga 

diperoleh capaian 101,94%. 

Peningkatan capaian dari tahun 2021 ke tahun 2022 yaitu 

dari 100% menjadi 101,94% juga disebabkan oleh adanya 

kegiatan skrining di masyarakat yaitu KECE HDR. 

Menurut laporan International Diabetes Federation (IDF), 

jumlah penderita diabetes tipe 1 di Indonesia mencapai 41,8 

ribu orang pada tahun 2022. Angka tersebut menjadikan 

Indonesia sebagain negara dengan penderita diabetes tipe 1 

terbanyak di ASEAN, serta peringkat ke-34 dari 204 negara 

di skala global. 

e. Sasaran 5: Menurunnya Masalah Gizi 

Indikator kinerja sasaran menurunnya masalah gizi adalah 

persentase balita gizi buruk, prevalensi balita gizi kurang dan 

prevalensi stunting. 

Target dan realisasi dari masing-masing indikator kinerja yang 

tersebut di atas, disajikan dalam bentuk tabel yang tersaji di 

berikut: 

Tabel  3.6 

Capaian Sasaran Menurunnya Masalah Gizi 

Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2022 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN  

Persentase balita gizi 

buruk 
1,64% 1,34% 81,71 

Prevalensi balita gizi 

kurang 
6,05% 5,64% 93,22 

Prevalensi stunting 6,9% 4,08% 140,87 

 Rata-rata Capaian Sasaran 5 105,27 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 
Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2022 

 

35 

Rata-rata capaian sasaran menurunnya masalah gizi adalah 

105,27% atau termasuk kategori sangat tinggi. Penjelasan masing-

masing indikator kinerja sasaran menurunnya masalah gizi dapat 

diurai sebagai berikut: 

i. Persentase Balita Gizi Buruk 

Gizi Buruk adalah keadaan gizi balita yang ditandai dengan 

kondisi sangat kurus, disertai atau tidak edema pada kedua 

punggung kaki, berat badan menurut panjang badan atau 

berat badan dibanding tinggi badan kurang dari -3 standar 

deviasi dan/atau lingkar lengan atas kurang dari 11,5 cm 

pada Anak usia 6-59 bulan. 

Status gizi buruk berbeda dengan kasus, dimana kasus 

sudah menunjukkan gejala klinis seperti marasmus/ 

kwashiorkor dan perhitungan kasus didasarkan pada berat 

badan per tinggi badan. 

Pada tahun 2021, jumlah balita gizi buruk di Kota Makassar 

sebanyak 1.276 balita. Jumlah seluruh balita di Kota 

Makassar adalah 129.283 balita, sehingga diperoleh 

persentase realisasi balita gizi buruk sebesar 0,99%. 

Pada tahun 2022, jumlah balita gizi buruk di Kota Makassar 

sebanyak 988 balita. Jumlah seluruh balita yang diukur 

adalah 73.720 balita, sehingga diperoleh persentase realisasi 

balita gizi buruk sebesar 1,34%. 

Pada beberapa kasus, masih ditemukan adanya balita 

dengan status gizi buruk yang merupakan warga pendatang 

atau bukan penduduk asli Makassar, mereka merupakan 

penduduk musiman yang orang tuanya bekerja sementara 

di Makassar seperti tukang atau buruh bangunan, sehingga 

balitanya ikut diukur status gizinya dan tercatat dalam 

pelaporan. 

Pada skala nasional, tidak lagi mengukur persentase balita 

gizi buruk atau balita sangat kurus. Pada Survei Status Gizi 

Indonesia (SSGI)) Kementerian Kesehatan menunjukkan 

terdapat empat permasalahan gizi balita di Indonesia. 

Diantaranya stunting, wasting atau kurus, underweight atau 

gizi kurang, dan overweight  atau kegemukan. 

ii. Prevalensi Balita Gizi Kurang 

Gizi Kurang adalah keadaan gizi balita yang ditandai dengan 

kondisi kurus, berat badan menurut panjang badan atau 

tinggi badan kurang dari -2 sampai dengan -3 standar 
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deviasi, dan/atau lingkar lengan 11,5-12,5 cm pada Anak usia 

6-59 bulan. 

Status gizi sangat erat kaitannya dengan permasalahan 

kesehatan secara umum, karena di samping sebagai faktor 

predisposisi yang dapat memperparah penyakit secara 

langsung juga dapat menyebabkan terjadinya gangguan 

kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih 

berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusu 

sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil dan ibu 

menyusui. 

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang 

menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Body 

Mass Index (BMI) atau yang dikenal dengan Index Berat 

Badan adalah salah satu teknik yang digunakan dalam 

penilaian status gizi Balita yang dilakukan dengan 

pengukuran tubuh (BB, TB) atau anthropometri untuk 

dibandingkan dengan umur. 

Pada tahun 2021, jumlah balita gizi kurang di Kota Makassar 

adalah 4.240 balita dari 129.283 seluruh balita yang ada di 

Kota Makassar, sehingga diperoleh prevalensi sebesar 

3,28%. 

Pada tahun 2022, jumlah balita gizi kurang di Kota Makassar 

adalah 4.157 balita dari 73.720 seluruh balita yang diukur, 

sehingga diperoleh prevalensi sebesar 5,64%. 

Menurut SSGI tahun 2022, prevalensi balita gizi kurang 

sebesar 17,1%. Angka ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan 

data prevalensi balita gizi kurang di Kota Makassar yang 

sebesar 5,64%. 

Penanganan balita gizi kurang di Kota Makassar selalu 

menjadi perhatian setiap tahunnya agar kemungkinan 

terjadinya gizi buruk karena kasus gizi kurang yang tidak 

ditangani maksimal dapat dicegah, begitupun kasus gizi 

buruk yang sudah beralih ke gizi kurang dapat ditangani 

maksimal sehingga asupan gizi yang baik dapat diberikan 

sehingga berdampak pada semakin baiknya status gizi 

balita. 

iii. Prevalensi Stunting 

Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak 

(pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi 

dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek dari 
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anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam 

berpikir. 

Kekurangan gizi dalam waktu lama itu terjadi sejak janin 

dalam kandungan sampai awal kehidupan anak (1000 Hari 

Pertama Kelahiran). Penyebabnya karena rendahnya akses 

terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan 

mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber 

protein hewani. 

Faktor ibu dan pola asuh yang kurang baik terutama pada 

perilaku dan praktik pemberian makan kepada anak juga 

menjadi penyebab anak stunting apabila ibu tidak 

memberikan asupan gizi yang cukup dan baik. Ibu yang 

masa remajanya kurang nutrisi, bahkan di masa kehamilan, 

dan laktasi akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan 

tubuh dan otak anak. 

Pada tahun 2021, jumlah balita yang diukur adalah 74.553 

dan ditemukan 3.902 yang stunting, sehingga diperoleh 

prevalensi sebesar 5,23%. 

Pada tahun 2022, jumlah balita yang diukur adalah 81.638 

dan ditemukan 3.333 yang stunting, sehingga diperoleh 

prevalensi sebesar 4,08%. 

Berdasarkan data SSGI tahun 2022, prevalensi stunting di 

Indonesia di angka 21,6%. Jumlah ini menurun dibandingkan 

tahun sebelumnya 24,4%. Walaupun menurun, angka 

tersebut masih tinggi, mengingat target prevalensi stunting 

di tahun 2024 sebesar 14% dan standar WHO di bawah 20%. 

Data prevalensi stunting di Indonesia di angka 21,6% yang 

jauh lebih tinggi jika dibandingkan data prevalensi stunting 

Kota Makassar yang sebesar 5,23%. 

2. Capaian Kinerja Sasaran RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 

Dinas Kesehatan Kota Makassar mendukung misi Kota Makassar yang 

kedua, yaitu “Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya 

menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi, sosial, 

budaya dan kesehatan kota yang kuat untuk semua” pada Tujuan 2.1 

yaitu "Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Mitigasi 

Sosial" pada sasaran 2.1.1 yaitu "Meningkatnya Kualitas Pelayanan 

Kesehatan" yang diimplementasikan ke dalam 2 (dua) program 

strategis, yaitu: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan 

dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Program Pemberdayaan 
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Masyarakat di Bidang Kesehatan. Adapun penjelasan masing-masing 

dari kedua program tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 

Indikator kinerja program pemenuhan upaya kesehatan 

perorangan dan upaya kesehatan masyarakat adalah 12 indikator 

pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang 

Kesehatan pada tingkat daerah Kabupaten/Kota seperti yang 

tersebut dalam tabel hasil capaian yang tersaji sebagai berikut: 

Tabel  3.7 

Capaian Program Pemenuhan Upaya Kesehatan 

Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 

Dinas Kesehatan Kota Makassar 

Tahun 2022 

 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN  

Persentase Ibu Hamil 

Mendapat Layanan 

Kesehatan Ibu Hamil 

100% 94,95% 94,95 

Persentase Ibu Bersalin 

Mendapat Layanan 

Kesehatan 

100% 93,69% 93,69 

Persentase Bayi Baru 

Lahir Mendapatkan 

Layanan Kesehatan Bayi 

Baru Lahir 

100% 96,33% 96,33 

Persentase Balita yang 

Mendapat Layanan 

Kesehatan 

100% 92,12% 92,12 

Persentase Warga 

Negara Usia Pendidikan 

Dasar yang 

Mendapatkan Layanan 

Kesehatan 

100% 92,38% 92,38 

Persentase Warga 

Negara Usia Produktif 

yang Mendapatkan 

Layanan Kesehatan 

100% 80,56% 80,56 
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INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN  

Persentase Warga 

Negara Usia Lanjut yang 

Mendapatkan Layanan 

Kesehatan 

100% 94,30% 94,30 

Persentase Warga 

Negara Penderita 

Hipertensi yang 

Mendapatkan Layanan 

Kesehatan 

100% 97,68% 97,68 

Persentase Warga 

Negara Penderita 

Diabetes Mellitus yang 

Mendapat Layanan 

Kesehatan 

100% 101,94% 101,94 

Persentase Warga 

Negara dengan 

Gangguan Jiwa Berat 

yang Terlayani 

Kesehatan 

100% 79,79% 79,79 

Persentase Warga 

Negara Terduga 

Tuberkulosis yang 

Mendapatkan Layanan 

Kesehatan 

100% 100,45% 100,45 

Persentase Warga 

Negara dengan Risiko 

Terinfeksi Virus yang 

Melemahkan Daya 

Tahan Tubuh (Human 

Immunodeficiency Virus) 

yang Mendapatkan 

Layanan 

100% 100,84% 100,84 

 Rata-rata Capaian Program Prioritas 1 93,75 

Rata-rata capaian program pemenuhan upaya kesehatan 

perorangan dan upaya kesehatan masyarakat adalah 93,75 % atau 

termasuk kategori sangat tinggi. Penjelasan masing-masing 

indikator kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah 

dapat diurai sebagai berikut: 
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i. Persentase Ibu Hamil Mendapat Layanan Kesehatan Ibu Hamil 

Pelayanan kesehatan ibu hamil merupakan pelayanan 

kehamilan sesuai standar pada setiap ibu hamil. Standar 

kuantitas adalah kunjungan 4 kali selama periode kehamilan 

dengan ketentuan: satu kali pada trimester pertama, satu 

kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga. 

Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yag memenuhi 10 

T, meliputi: pengukuran berat badan, pengukuran tekanan 

darah, pengukuran lingkar lengan atas, pengukuran tinggu 

puncak rahim, penentuan persentase janin dan denyut 

jantung janin, pemberian imunisasi, pemberian tablet 

tambah darah, tes laboratorium, tatalaksana/penanganan 

kasus, dan konseling. 

Untuk indikator persentase ibu hamil mendapat layanan 

kesehatan ibu hamil, tahun 2022 ditargetkan  100%  dan 

diperoleh realisasi  94,95% yang berarti tingkat capaian 

realisasi sebesar 94,95%. Jumlah ibu hamil yang 

mendapatkan layanan kesehatan adalah 28.285 orang 

dengan jumlah sasaran ibu hamil di Kota Makasar tahun 

2022 adalah 29.789 orang, sehingga diperoleh persentase 

94,95%. 

Pada tahun 2021, jumlah ibu hamil yang mendapatkan 

layanan kesehatan adalah 28.670 orang dengan jumlah 

sasaran ibu hamil di Kota Makassar tahun 2021 adalah 31.021 

orang, sehingga diperoleh persentase 92,42%. 

Pelayanan kesehatan pada ibu hamil merupakan salah satu 

indikator pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) bidang Kesehatan pada tingkat daerah 

Kabupaten/Kota yang targetnya adalah 100%. Capaian 

persentase ibu hamil mendapat layanan kesehatan ibu hamil 

yang belum 100% disebabkan karena belum semua ibu hamil 

mencapai umur kehamilan mendapatkan  pelayanan sesuai 

standar (DO) disebabkan umur kehamilan belum mencapai 

waktu maksimal layanan tersebut, dan ada beberapa ibu 

hamil yang mengalami komplikasi (abortus, prematur). 

ii. Persentase Ibu Bersalin Mendapat Layanan Kesehatan 

Pelayanan kesehatan ibu bersalin merupakan pelayanan 

persalinan sesuai standar pada setiap ibu bersalin. Standar 

persalinan normal dengan Acuan Persalinan Normal (APN) 

adalah dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan 
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tenaga penolong minimal 2 orang yang terdiri dari dokter 

dan bidan, atau 2 orang bidan, atau bidan dan perawat. 

Standar persalinan komplikasi dengan mengacu pada Buku 

Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan Dasar dan Rujukan. 

Untuk indikator persentase ibu bersalin mendapat layanan 

kesehatan, tahun 2022 ditargetkan  100%  dan diperoleh 

realisasi  93,69% yang berarti tingkat capaian realisasi 

sebesar 93,69%. Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan 

layanan kesehatan adalah 26.639 orang dengan jumlah 

sasaran ibu bersalin di Kota Makasar tahun 2022 adalah 

28.434 orang, sehingga diperoleh persentase 93,69%. 

Pada tahun 2021, jumlah ibu hamil yang mendapatkan 

layanan kesehatan adalah 27.090 orang dengan jumlah 

sasaran ibu hamil di Kota Makassar tahun 2021 adalah 29.513 

orang, sehingga diperoleh persentase 91,79%. 

Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin juga merupakan 

salah satu indikator pelayanan dasar pada Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan pada tingkat 

daerah Kabupaten/Kota yang targetnya adalah 100%. 

Capaian persentase ibu bersalin mendapat layanan 

kesehatan yang belum 100% disebabkan karena target data 

proyeksi ibu bersalin yang cukup tinggi. 

iii. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Layanan Kesehatan 

Bayi Baru Lahir 

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir merupakan pelayanan 

kesehatan sesuai standar pada masa neonatal (0-28 hari 

setelah dilahirkan) esensial. Standar kuantitas adalah 

kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan 

ketentuan: kunjungan pertama pada 6-48 jam setelah 

dilahirkan, kunjungan kedua pada 3-7 hari setelah dilahirkan, 

dan kunjungan ketiga pada 8-28 hari setelah dilahirkan. 

Standar kualitas terbagi atas pelayanan neonatal esensial 

saat lahir (0-6 jam) dan pelayanan neonatal esensial setelah 

lahir (6 jam-28 hari). Standar kualitas pelayanan neonatal 

esensial saat lahir adalah pemotongan dan perawatan tali 

pusat, inisiasi menyusui dini, pemberian vitamin K1, 

pemberian salep/tetes mata antibiotik, dan pemberian 

imunisasi Hepatitis B. Standar kualitas pelayanan neonatal 

esensial setelah lahir adalah konseling  perawatan bayi baru 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 
Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2022 

 

42 

lahir dan ASI eksklusif, memeriksa kesehatan, pemberian 

vitamin K1 bagi yang belum mendapatkan pada saat lahir, 

imunisasi hepatitis B bagi yang belum mendapatkan pada 

saat lahir, dan penanganan serta rujukan kasus neonatal 

komplikasi. 

Untuk indikator persentase bayi baru lahir mendapatkan 

layanan kesehatan bayi baru lahir, tahun 2022 ditargetkan  

100%  dan diperoleh realisasi  96,33% yang berarti tingkat 

capaian realisasi sebesar 96,33%. Jumlah bayi baru lahir yang 

mendapatkan layanan kesehatan adalah 25.659 orang 

dengan jumlah kelahiran hidup di Kota Makasar tahun 2022 

adalah 26.636 orang, sehingga diperoleh persentase 96,33%. 

Pada tahun 2021, jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan 

layanan kesehatan adalah 25.904 orang dengan jumlah 

kelahiran hidup di Kota Makassar tahun 2021 adalah 29.513 

orang, sehingga diperoleh persentase 92,17%. 

Pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir juga merupakan 

salah satu indikator pelayanan dasar pada Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan pada tingkat 

daerah Kabupaten/Kota yang targetnya adalah 100%. 

Capaian persentase bayi baru lahir mendapatkan layanan 

kesehatan bayi baru lahir yang belum 100% disebabkan 

karena ada beberapa bayi baru lahir yang mengalami 

komplikasi sehingga belum  mendapatkan layanan 

kesehatan. Selain itu adanya mobilitas penduduk, serta usia 

bayi yang belum memungkinkan mendapatkan layanan 

tersebut dan akan mendapatkan layanan kesehatan di bulan 

berjalan. 

iv. Persentase Balita yang Mendapat Layanan Kesehatan 

Pelayanan kesehatan balita (umur 0-59 bulan) merupakan 

pelayanan kesehatan sesuai standar pada setiap balita. 

Pelayanan kesehatan balita sesuai standar meliputi: 

pelayanan kesehatan balita sehat dan pelayanan kesehatan 

balita sakit. Pelayanan kesehatan balita sehat adalah 

pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan 

menggunakan buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) dan 

skrining tumbuh kembang meliputi: penimbangan, 

pengukuran panjang/tinggi badan, pemantauan 

perkembangan, pemberian kapsul vitamin A, pemberian 

imunisasi dan edukasi serta informasi. Pelayanan kesehatan 
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balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan 

pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). 

Untuk indikator persentase balita mendapat layanan 

kesehatan, tahun 2022 ditargetkan  100%  dan diperoleh 

realisasi  92,12% yang berarti tingkat capaian realisasi 

sebesar 92,12%. Jumlah bayi balita yang mendapatkan 

layanan kesehatan adalah 117.203 orang dengan jumlah 

sasaran balita di Kota Makasar tahun 2022 adalah 127.232 

orang, sehingga diperoleh persentase 92,12%. 

Pada tahun 2021, jumlah balita yang mendapatkan layanan 

kesehatan adalah 110.820 orang dengan jumlah sasaran 

balita di Kota Makassar tahun 2021 adalah 138.927 orang, 

sehingga diperoleh persentase 79,77%. 

Pelayanan kesehatan pada balita juga merupakan salah satu 

indikator pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) bidang Kesehatan pada tingkat daerah 

Kabupaten/Kota yang targetnya adalah 100%. Capaian 

persentase balita mendapat layanan kesehatan yang belum 

100% disebabkan karena target data proyeksi balita yang 

cukup tinggi. Selain itu, mobilitas penduduk yang sangat 

padat dan cepat, juga belum semua masyarakat datang ke 

fasilitas kesehatan memeriksakan balitanya untuk 

memantau tumbuh kembang disebabkan karena aktifitas 

dan kesibukan serta kurangnya pengetahuan. 

v. Persentase Warga Negara Usia Pendidikan Dasar yang 

Mendapatkan Layanan Kesehatan 

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (7-15 

tahun) merupakan pelayanan kesehatan sesuai standar 

pada setiap anak yang berusia pendidikan dasar. Pelayanan 

kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi: 

skrining kesehatan dan tindak lanjut hasil skrining 

kesehatan. Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia 

pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar 

(SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar  satuan pendidikan dasar 

seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan 

lainnya, meliputi: penilaian status gizi, penilaian tanda vital, 

penilaian kesehatan gigi dan mulut, dan penilaian ketajaman 

indera. Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi: 

memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan, 
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melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan 

penyuluh kesehatan. 

Untuk indikator persentase warga negara usia pendidikan 

dasar yang mendapatkan layanan kesehatan, tahun 2022 

ditargetkan  100%  dan diperoleh realisasi  92,38% yang 

berarti tingkat capaian realisasi sebesar 92,38%. Jumlah anak 

usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan 

kesehatan adalah 139.878 orang dengan jumlah sasaran usia 

pendidikan dasar di Kota Makasar tahun 2022 adalah 151.423 

orang, sehingga diperoleh persentase sebesar 92,38%. 

Pada tahun 2021, jumlah anak usia pendidikan dasar yang 

mendapatkan layanan kesehatan adalah 166.735 orang 

dengan jumlah sasaran usia pendidikan dasar di Kota 

Makassar tahun 2021 adalah 189.827 orang, sehingga 

diperoleh persentase sebesar 87,84%. 

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar juga 

merupakan salah satu indikator pelayanan dasar pada 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan pada 

tingkat daerah Kabupaten/Kota yang targetnya adalah 100%. 

Capaian persentase warga negara usia pendidikan dasar 

yang mendapatkan layanan kesehatan yang belum 100% 

disebabkan karena pada saat dilakukan skrining kesehatan 

terhadap siswa kelas 1 dan kelas 7 ada siswa yang tidak 

hadir, di sisi lain tidak semua guru dan dokter sudah terlatih 

untuk melakukan skrining kesehatan dan untuk itu masih 

perlunya pelatihan pada guru UKS/UKGS dan dokter kecil 

yang belum terlatih untuk melakukan skrining kesehatan. 

vi. Persentase Warga Negara Usia Produktif yang Mendapatkan 

Layanan Kesehatan 

Pelayanan kesehatan pada usia produktif merupakan 

pelayanan kesehatan sesuai standar pada setiap warga 

negara yang berusia 15 sampai 59 tahun. Pelayanan 

kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi: edukasi 

kesehatan dan skrining faktor risiko penyakit menular dan 

penyakit tidak menular. Pelayanan edukasi pada usia 

produktif termasuk tentang Keluarga Berencana (KB) 

dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau 

UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) 

seperti di posyandu atau posbindu. Pelayanan skrining 

faktor risiko pada usia produktif adalah skrining yang 
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dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit 

menular dan penyakit tidak menular meliputi: pengukuran 

tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran 

tekanan darah, pemeriksaan gula darah, dan anamnesa 

perilaku berisiko. Tindak lanjut hasil skrining kesehatan 

meliputi: melakukan rujukan jika diperlukan dan 

memberikan penyuluhan kesehatan. Wanita usia 30-50 

tahun yang sudah menikah atau mempunyai riwayat 

berhubungan seksual berisiko dilakukan pemeriksaan 

SADANIS (Pemeriksaan payudara secara klinis sebagai 

upaya untuk mendeteksi kanker payudara) dan cek IVA 

(Inspeksi Visual Asam asetat sebagai upaya untuk 

mendeteksi kanker leher rahim). 

Untuk indikator persentase warga negara usia produktif 

yang mendapatkan layanan kesehatan, tahun 2022 

ditargetkan  100%  dan diperoleh realisasi  80,56% yang 

berarti tingkat capaian realisasi sebesar 80,56%. Jumlah 

warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan 

kesehatan adalah 776.256 orang dengan jumlah sasaran usia 

produktif di Kota Makasar tahun 2022 adalah 963.594 orang, 

sehingga diperoleh persentase sebesar 80,56%. 

Pada tahun 2021, jumlah warga negara usia produktif yang 

mendapatkan layanan kesehatan adalah 554.794 orang 

dengan jumlah sasaran usia produktif di Kota Makassar 

tahun 2021 adalah 727.415 orang, sehingga diperoleh 

persentase sebesar 76,27%. 

Pelayanan kesehatan pada usia produktif juga merupakan 

salah satu indikator pelayanan dasar pada Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan pada tingkat 

daerah Kabupaten/Kota yang targetnya adalah 100%. 

Capaian persentase warga negara usia produktif yang 

mendapatkan layanan kesehatan yang belum 100% 

disebabkan karena skrining hanya dilakukan oleh petugas 

puskesmas, tidak melibatkan fasilitas kesehatan lainnya 

yang berada di wilayah kerja puskesmas. 

vii. Persentase Warga Negara Usia Lanjut yang Mendapatkan 

Layanan Kesehatan 

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut merupakan pelayanan 

kesehatan sesuai standar pada setiap warga negara yang 

berusia 60 tahun ke atas. Pelayanan kesehatan usia lansia 
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sesuai standar meliputi: edukasi Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS) dan skrining faktor risiko penyakit menular 

dan penyakit tidak menular. Pelayanan edukasi pada usia 

lanjut dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah. Pelayanan 

skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang 

dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit 

menular dan penyakit tidak menular meliputi: pengukuran 

tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran 

tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan 

gangguan mental, pemeriksaan gangguan kognitif, 

pemeriksanaan tingkat kemandirian usia lanjut, dan 

anamnesa perilaku berisiko. Tindak lanjut hasil skrining 

kesehatan meliputi: melakukan rujukan jika diperlukan dan 

memberikan penyuluhan kesehatan.  

Untuk indikator persentase warga negara usia lanjut yang 

mendapatkan layanan kesehatan, tahun 2022 ditargetkan  

100%  dan diperoleh realisasi  94,30% yang berarti tingkat 

capaian realisasi sebesar 94,30%. Jumlah warga negara usia 

lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 119.826 

orang dengan jumlah sasaran usia lanjut di Kota Makasar 

tahun 2022 adalah 127.075 orang, sehingga diperoleh 

persentase sebesar 94,30%. 

Pada tahun 2021, jumlah warga negara usia lanjut yang 

mendapatkan layanan kesehatan adalah 94.784 orang 

dengan jumlah sasaran usia lanjut di Kota Makassar tahun 

2021 adalah 137.406 orang, sehingga diperoleh persentase 

sebesar 68,98%. 

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut juga merupakan salah 

satu indikator pelayanan dasar pada Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) bidang Kesehatan pada tingkat daerah 

Kabupaten/Kota yang targetnya adalah 100%. Capaian 

persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan 

layanan kesehatan yang belum 100% disebabkan karena 

target data proyeksi usia lanjut yang cukup tinggi. 

viii. Persentase Warga Negara Penderita Hipertensi yang 

Mendapatkan Layanan Kesehatan 

Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi merupakan 

pelayanan kesehatan sesuai standar pada setiap penderita 

hipertensi yang berusia 15 tahun ke atas. Pelayanan 
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kesehatan pada penderita hipertensi sesuai standar 

meliputi: pengukuran tekanan darah dilakukan minimal 1 kali 

sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan, edukasi perubahan 

gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat, dan 

melakukan rujukan jika diperlukan. Tekanan Darah Sewaktu 

(TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi 

farmakologi.  

Untuk indikator persentase warga negara penderita 

hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan, tahun 

2022 ditargetkan  100%  dan diperoleh realisasi  97,86% yang 

berarti tingkat capaian realisasi sebesar 97,86%. Jumlah 

warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan 

layanan kesehatan adalah 293.548 orang dengan jumlah 

estimasi penderita hipertensi di Kota Makasar tahun 2022 

adalah 300.530 orang, sehingga diperoleh persentase 

sebesar 97,86%. 

Pada tahun 2021, jumlah warga negara penderita hipertensi 

yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 167.508 orang 

dengan jumlah estimasi penderita hipertensi di Kota 

Makassar tahun 2021 adalah 287.882 orang, sehingga 

diperoleh persentase sebesar 67,58%. 

Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi juga 

merupakan salah satu indikator pelayanan dasar pada 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan pada 

tingkat daerah Kabupaten/Kota yang targetnya adalah 100%. 

Capaian persentase warga negara penderita hipertensi yang 

mendapatkan layanan kesehatan yang belum 100% 

disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk 

melakukan deteksi dini hipertensi. 

ix. Persentase Warga Negara Penderita Diabetes Mellitus yang 

Mendapat Layanan Kesehatan 

Pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus 

(DM) merupakan pelayanan kesehatan sesuai standar pada 

setiap penderita DM yang berusia 15 tahun ke atas. 

Pelayanan kesehatan pada penderita DM sesuai standar 

meliputi: pengukuran gula darah dilakukan minimal 1 kali 

sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan, edukasi perubahan 

gaya hidup dan/atau nutrisi, dan melakukan rujukan jika 

diperlukan. Gula Darah Sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl 

ditambahkan pelayanan terapi farmakologi.  
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Untuk indikator persentase warga negara penderita DM 

yang mendapatkan layanan kesehatan, tahun 2022 

ditargetkan  100%  dan diperoleh realisasi  101,94% yang 

berarti tingkat capaian realisasi melebihi target, yaitu 

sebesar 101,94%. Jumlah warga negara penderita DM yang 

mendapatkan layanan kesehatan adalah 25.010 orang 

dengan jumlah estimasi penderita DM di Kota Makasar 

tahun 2022 adalah 24.533 orang, sehingga diperoleh 

persentase sebesar 101,94%. 

Pada tahun 2021, jumlah warga negara penderita DM yang 

mendapatkan layanan kesehatan adalah 23.934 orang 

dengan jumlah estimasi penderita DM di Kota Makassar 

tahun 2021 adalah 23.934 orang, sehingga diperoleh 

persentase sebesar 100%. 

Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi juga 

merupakan salah satu indikator pelayanan dasar pada 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan pada 

tingkat daerah Kabupaten/Kota yang targetnya adalah 100%. 

Capaian persentase warga negara penderita DM yang 

mendapatkan layanan kesehatan sudah mencapai 100% 

bahkan lebih. Hal ini disebabkan karena angka prevalensi 

DM yang rendah sehingga jumlah estimasi penderita DM 

juga menjadi rendah jika dibandingkan dengan temuan di 

lapangan oleh petugas puskesmas. Selain itu, adanya 

dukungan pengadaan strip gula darah sebagai prasarana 

deteksi dini DM. 

x. Persentase Warga Negara dengan Gangguan Jiwa Berat yang 

Terlayani Kesehatan 

Pelayanan kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa 

(ODGJ) berat merupakan pelayanan kesehatan sesuai 

standar pada setiap ODGJ berat. Pelayanan kesehatan ODGJ 

berat sesuai standar meliputi: pemeriksaan status mental, 

wawancara, edukasi kepatuhan minum obat, dan 

melakukan rujukan jika diperlukan.  

Untuk indikator persentase warga negara ODGJ berat yang 

mendapatkan layanan kesehatan, tahun 2022 ditargetkan  

100%  dan diperoleh realisasi  79,79% yang berarti tingkat 

capaian realisasi sebesar 79,79%. Jumlah warga negara 

ODGJ berat yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 

2.684 orang dengan jumlah sasaran ODGJ berat di Kota 
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Makasar tahun 2022 adalah 3.364 orang, sehingga diperoleh 

persentase sebesar 79,79%. 

Pada tahun 2021, jumlah warga negara ODGJ berat yang 

mendapatkan layanan kesehatan adalah 2.538 orang 

dengan jumlah sasaran ODGJ berat di Kota Makassar tahun 

2021 adalah 3.523  orang, sehingga diperoleh persentase 

sebesar 72,04%. 

Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat juga merupakan 

salah satu indikator pelayanan dasar pada Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan pada tingkat 

daerah Kabupaten/Kota yang targetnya adalah 100%. 

Capaian persentase warga negara ODGJ berat yang 

mendapatkan layanan kesehatan yang belum 100% 

disebabkan karena sasaran ODGJ berat sulit diarahkan 

mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Selain itu, 

kurangnya dukungan keluarga dalam mendukung sasaran 

ODGJ berat untuk mendapatkan pengobatan secara rutin. 

xi. Persentase Warga Negara Terduga Tuberkulosis yang 

Mendapatkan Layanan Kesehatan 

Pelayanan kesehatan pada orang terduga Tuberkulosis (TB) 

merupakan pelayanan kesehatan sesuai standar pada setiap 

terduga TB. Pelayanan kesehatan ODGJ berat sesuai standar 

meliputi: pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang, dan 

edukasi. Pelayanan klinis terduga TB dilakukan minimal 1 kali 

dalam setahun adalah pemeriksaan gejala dan tanda. 

Pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan dahak 

dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis. Edukasi perilaku 

berisiko dan pencegahan penularan, dan melakukan rujukan 

jika diperlukan. 

Untuk indikator persentase warga negara terduga TB yang 

mendapatkan layanan kesehatan, tahun 2022 ditargetkan  

100%  dan diperoleh realisasi  100,45% yang tingkat capaian 

realisasi melebihi target, yaitu sebesar 100,45%. Jumlah 

warga negara terduga TB yang mendapatkan layanan 

kesehatan adalah 36.218 orang dengan jumlah sasaran 

terduga TB di Kota Makasar tahun 2022 adalah 36.055 

orang, sehingga diperoleh persentase sebesar 100,45%. 

Pada tahun 2021, jumlah warga negara terduga TB yang 

mendapatkan layanan kesehatan adalah 16.097 orang 

dengan jumlah sasaran terduga TB di Kota Makassar tahun 
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2021 adalah 36.099  orang, sehingga diperoleh persentase 

sebesar 44,59%. 

Pelayanan kesehatan pada terduga TB juga merupakan 

salah satu indikator pelayanan dasar pada Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan pada tingkat 

daerah Kabupaten/Kota yang targetnya adalah 100%. 

Capaian persentase warga negara terduga TB yang 

mendapatkan layanan kesehatan sudah mencapai 100% 

bahkan lebih. Hal ini disebabkan karena adanya terbentuk 

Forum Multi Sektor Eliminasi Tuberkulosis (FMS-TB) di Kota 

Makassar. 

xii. Persentase Warga Negara dengan Risiko Terinfeksi Virus yang 

Melemahkan Daya Tahan Tubuh (Human Immunodeficiency 

Virus) yang Mendapatkan Layanan 

Pelayanan kesehatan pada orang dengan risiko terinfeksi 

virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human 

Immunodeficiency Virus) merupakan pelayanan kesehatan 

sesuai standar pada setiap orang dengan risiko terinfeksi 

HIV. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV 

sesuai standar meliputi: edukasi perilaku berisiko dan 

skrining. Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu: ibu 

hamil, pasien TB, pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), 

penjaja seks, lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki 

(LSL), transgender/waria, pengguna napza suntik 

(penasun), dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). 

Pelayanan edukasi dilakukan dengan mengedukasi perilaku 

berisiko dan pencegahan penularannya. Skrining dilakukan 

dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam 

setahun dan melakukan rujukan jika diperlukan. 

Untuk indikator persentase warga negara dengan risiko 

terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan kesehatan, tahun 

2022 ditargetkan  100%  dan diperoleh realisasi  100,84% yang 

tingkat capaian realisasi melebihi target, yaitu sebesar 

100,84%. Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi HIV 

yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 43.137 orang 

dengan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV di 

Kota Makasar tahun 2022 adalah 42.777 orang, sehingga 

diperoleh persentase sebesar 100,84%. 

Pada tahun 2021, jumlah warga negara dengan risiko 

terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 
Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2022 

 

51 

64.518 orang dengan jumlah sasaran orang dengan risiko 

terinfeksi HIV di Kota Makassar tahun 2021 adalah 64.518  

orang, sehingga diperoleh persentase sebesar 100%. 

Pelayanan kesehatan pada orang dengan risiko terinfeksi 

HIV juga merupakan salah satu indikator pelayanan dasar 

pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan 

pada tingkat daerah Kabupaten/Kota yang targetnya adalah 

100%. Capaian persentase warga negara dengan risiko 

terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human 

Immunodeficiency Virus) sudah mencapai 100% bahkan 

lebih. Hal ini disebabkan karena adanya upaya tambahan 

berupa kegiatan skrining secara mobile di tempat-tempat 

berisiko (hotspot). 

b. Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 

Indikator kinerja program pemberdayaan masyarakat bidang 

kesehatan adalah persentase posyandu aktif dan cakupan bayi 

mendapat ASI eksklusif. Target dan realisasi dari indikator kinerja 

yang tersebut, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel  3.8 

Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 

Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2022 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN  

Persentase Posyandu Aktif 100% 100% 100 

Cakupan Bayi Mendapat 

ASI Eksklusif 
45% 67,03% 148,96 

 Rata-rata Capaian Program Prioritas 2 124,48 

Rata-rata capaian program pemberdayaan masyarakat bidang 

kesehatan adalah 124,48% atau termasuk kategori sangat tinggi. 

Penjelasan masing-masing indikator kinerja peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia kesehatan dapat diurai sebagai berikut: 

i. Persentase Posyandu Aktif 

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan 

Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan 

diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat 

dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna 

memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan 

kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan 

kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan 

angka kematian ibu dan bayi. 
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Pelayanan kesehatan dasar di Posyandu adalah pelayanan 

kesehatan yang mencakup sekurang-kurangnya 5 (lima) 

kegiatan, yakni Kesehatan lbu dan Anak (KIA), Keluarga 

Berencana (KB), imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare. 

Adapun sasaran posyandu adalah seluruh masyarakat, 

utamanya bayi, anak balita, ibu hamil, ibu nifas, ibu 

menyusui dan Pasangan Usia Subur (PUS). 

Posyandu berada di setiap desa/kelurahan atau sebutan 

lainnya yang sesuai. Bila diperlukan dan memiliki 

kemampuan, dimungkinkan untuk didirikan di RW, dusun, 

atau sebutan lainnya yang sesuai. Pengelola Posyandu 

adalah unsur masyarakat, lembaga kemasyarakatan, 

organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, 

lembaga mitra pemerintah, dan dunia usaha yang dipilih, 

bersedia, mampu, dan memiliki waktu dan kepedulian 

terhadap pelayanan sosial dasar masyarakat di Posyandu. 

Kader Posyandu yang selanjutnya disebut kader adalah 

anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki 

waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara 

sukarela. 

Posyandu buka satu kali dalam sebulan. Hari dan waktu 

yang dipilih, sesuai dengan hasil kesepakatan. Apabila 

diperlukan, hari buka Posyandu dapat lebih dari satu kali 

dalam sebulan. Tempat penyelenggaraan kegiatan 

Posyandu sebaiknya berada pada lokasi yang mudah 

dijangkau oleh masyarakat. Tempat penyelenggaraan 

tersebut dapat di salah satu rumah warga, halaman rumah, 

balai desa/kelurahan, balai RW/RT/dusun, salah satu kios di 

pasar, salah satu ruangan perkantoran, atau tempat khusus 

yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat. 

Kegiatan rutin Posyandu diselenggarakan dan digerakkan 

oleh Kader Posyandu dengan bimbingan teknis dari 

Puskesmas dan sektor terkait. Pada saat penyelenggaraan 

Posyandu minimal jumlah kader adalah 5 (lima) orang. 

Jumlah ini sesuai dengan jumlah langkah yang dilaksanakan 

oleh Posyandu, yakni yang mengacu pada sistem 5 langkah. 

Perkembangan masing-masing Posyandu tidak sama. 

Dengan demikian, pembinaan yang dilakukan untuk masing-

masing Posyandu juga berbeda. Untuk mengetahui tingkat 

perkembangan Posyandu, telah dikembangkan metode dan 
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alat telaahan perkembangan Posyandu, yang dikenal 

dengan nama Telaah Kemandirian Posyandu. Tujuan 

telaahan adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan 

Posyandu yang secara umum dibedakan atas 4 tingkat 

sebagai berikut: 

- Posyandu Pratama adalah Posyandu yang belum 

mantap, yang ditandai oleh kegiatan bulanan Posyandu 

belum terlaksana secara rutin serta jumlah kader sangat 

terbatas yakni kurang dari 5 (lima) orang. 

- Posyandu Madya adalah Posyandu yang sudah dapat 

melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, 

dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang 

atau lebih, tetapi cakupan kelima kegiatan utamanya 

masih rendah, yaitu kurang dari 50%. 

- Posyandu Purnama adalah Posyandu yang sudah dapat 

melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, 

dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang 

atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 

50%, mampu menyelenggarakan program tambahan. 

- Posyandu Mandiri adalah Posyandu yang sudah dapat 

melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, 

dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang 

atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 

50%, mampu menyelenggarakan program tambahan, 

selain itu dapat dilakukan intervensi memperbanyak 

macam program tambahan sesuai dengan masalah dan 

kemampuan masing-masing. 

Capaian indikator posyandu aktif tahun 2022 adalah 100% 

dengan jumlah posyandu se-kota Makassar adalah 1.012 unit. 

Pencapaian ini sama dengan tahun 2021 yaitu 100% posyandu 

aktif dari 1.012 unit. Adapun rinciannya adalah sebanyak 453 

posyandu strata purnama dan 559 posyandu strata mandiri. 

Jumlah kader aktif keseluruhan adalah 5.060 orang. 

ii. Cakupan Bayi Mendapat ASI Eksklusif 

ASI adalah Air Susu Ibu cairan hasil sekresi kelenjar payudara 

ibu. ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi 

sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa 

menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau 

minuman lain. ASI adalah makanan terbaik bagi bayi karena 

mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan 
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perkembangan bayi. Untuk mencapai pertumbuhan dan 

perkembangan bayi yang optimal ASI perlu diberikan secara 

eksklusif sampai umur 6 (enam) bulan dan dapat dilanjutkan 

sampai anak berumur 2 (dua) tahun. Hal tersebut tertuang 

dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 450/MENKES/SK/IV/2004 yang menetapkan tentang 

pemberian ASI secara eksklusif bagi bayi di Indonesia. Selain 

itu, juga menetapkan agar semua tenaga kesehatan yang 

bekerja di sarana pelayanan kesehatan agar 

menginformasikan kepada semua ibu yang baru melahirkan 

untuk memberikan ASI eksklusif. 

Untuk mendukung pelaksanaan ASI Eksklusif selama 6 bulan 

sejak bayi dilahirkan, pemerintah juga menetapkan 

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2013 

tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui 

dan/atau Memerah Air Susu Ibu. Fasilitas Khusus Menyusui 

dan/atau Memerah ASI atau yang disebut dengan Ruang ASI 

adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui 

dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, 

memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling 

menyusui/ASI. Ruang ASI diharapkan menjadi fasilitas yang 

harus ada di tempat kerja dan tempat sarana umum. Setiap 

pengurus tempat kerja dan penyelenggaran tempat umum 

harus memberikan kesempatan bagi ibu yang bekerja di 

dalam ruangan dan/atau di luar ruangan untuk menyusui 

dan/atau memerah ASI pada waktu kerja di tempat kerja. 

Cakupan bayi yang mendapatkan Asi Eksklusif pada tahun 

2022 adalah 67,30% dari target 45%, sehingga sudah 

melampaui target yang telah ditetapkan. Sejumlah 14.085 

bayi yang masih memperoleh ASI eksklusif dari total 20.930 

bayi yang di re-call. 

Adapun cakupan bayi yang mendapatkan Asi Eksklusif pada 

tahun 2021 adalah  66,64% dari target 40%, sehingga juga 

sudah melampaui target yang telah ditetapkan. 

3. Capaian Program Lain yang Dilaksanakan Oleh Dinas Kesehatan Kota 

Makassar Tahun 2022 

Dinas Kesehatan Kota Makassar melaksanakan 5 (lima) program 

dimana 2 (dua) program termasuk program prioritas. 3 (tiga) program 

lainnya dijelaskan seperti berikut ini: 
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a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ 

Kota 

Indikator kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah 

adalah indeks kepuasan ASN perangkat daerah terhadap 

pelayanan kesekretariatan (kepegawaian, perlengkapan dan 

keuangan), persentase sarana dan prasarana aparatur dalam 

kondisi baik, dan persentase ketersediaan laporan keuangan dan 

laporan kinerja perangkat daerah. Target dan realisasi dari masing-

masing indikator kinerja yang tersebut di atas, disajikan dalam 

bentuk tabel di halaman berikut: 

Tabel  3.9 

Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2022 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN  

Indeks kepuasan ASN 

perangkat daerah 

terhadap pelayanan 

kesekretariatan 

(kepegawaian, 

perlengkapan dan 

keuangan) 

90% - - 

Persentase sarana dan 

prasarana aparatur 

dalam kondisi baik 

90% 89,22% 99,13 

Persentase 

ketersediaan laporan 

keuangan dan laporan 

kinerja perangkat 

daerah 

100% 100% 100 

 Rata-rata Capaian Program Penunjang 66,38 

Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan 

daerah adalah 66,38% atau termasuk kategori sedang. Penjelasan 

masing-masing indikator kinerja program penunjang urusan 

pemerintahan daerah dapat diurai sebagai berikut: 

i. Indeks Kepuasan Asn Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan 

Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan) 

Terkait indikator Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan 

kesekretariatan (kepegawaian, perlengkapan dan 

keuangan) tidak dilakukan pengukuran atau survei pada 
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tahun 2022. Pada tahun sebelumnya, tahun 2021 pun tidak 

dilakukan pengukuran atau survey 

ii. Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik 

Pada tahun 2022, persentase sarana dan prasarana aparatur 

dalam kondisi baik, dari target 90% diketahui realisasi 89,22% 

dengan tingkat pencapaian realisasi terhadap target 

sebesar 99,13%. 

Pada tahun 2021, persentase sarana dan prasarana aparatur 

dalam kondisi baik, dari target 90% diketahui realisasi 75% 

dengan tingkat pencapaian realisasi terhadap target 

sebesar 83,33%. 

iii. Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan 

Kinerja Perangkat Daerah 

Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan 

kinerja terealisasi sesuai target yaitu 100%, terkait laporan 

keuangan, sejumlah 10 laporan berupa masing-masing 

laporan semesteran dan tahunan dari 5 jenis laporan yaitu 

LRA, LO, LPE, Neraca dan CALK disusun, begitupun setiap 

bulannya dibuat laporan bendahara pengeluaran dan 

pendapatan. Adapun laporan kinerja, setiap tahunnya 

dibuat laporan SPM serta Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKJIP) dan disusun Evaluasi Renja secara 

berkala setiap triwulan. 

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 

Indikator kinerja program peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia kesehatan adalah persentase sumber daya manusia 

kesehatan yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis. 

Target dan realisasi dari indikator kinerja yang tersebut, disajikan 

dalam bentuk tabel di halaman berikut: 
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Tabel  3.10 

Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 

Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2022 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN  

Persentase Sumber 

Daya Manusia 

Kesehatan yang 

Mendapatkan 

Pendidikan dan 

Pelatihan Teknis 

85% 100% 117,65 

 Rata-rata Capaian Program Peningkatan 

Kapasitas SDM 
117,65 

Rata-rata capaian program peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia kesehatan adalah 117,65% atau termasuk kategori sangat 

tinggi. Sumber daya manusia kesehatan menurut Peraturan 

Presiden No.72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional 

adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) 

dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan 

bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya kesehatan dan 

manajemen kesehatan. 

Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang 

mengabdikan diri dalam bidang eksehatan serta memiliki 

pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang 

kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan 

untuk melakukan upaya kesehatan 

Upaya yang dilaksanakan untuk pengembangan dan 

pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan adalah 

meningkatkan jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga 

kesehatan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. 

Capaian indikator persentase sumber daya manusia kesehatan 

yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis tahun 2022 

adalah 100% dengan target 85%. Sejumlah 55 orang tenaga 

kesehatan mengajukan izin dan tugas belajar, seluruhnya 

mendapat pendidikan pada tahun 2022 dengan rincian ijin belajar 

sejumlah 25 orang dan tugas belajar sejumlah 30 orang. 

Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang 

berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melanjutkan 
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pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di 

dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan 

meninggalkan tugas seharu-hari sebagai PNS, sedangkan izin 

belajar adalah izin yang diberikan oleh kepala daerah (Gubernur 

atau Walikota/Bupati) kepada PNS yang memenuhi syarat untuk 

mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya 

sendiri. 

Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga 

yang bertanggung jawab dan kewenangan harus terus 

ditingkatkan melalui pembinaan dan pengawasan dengan 

melakukan monitoring data tenaga kesehatan ke fasilitas  

pelayanan kesehatan melalui kerja sama dengan organisasi profesi 

dan kredensialing atau proses untuk melihat pemenuhan standard 

an mengukur apakah telah memenuhi syarat untuk melaksanakan 

tugas yang dilakukan tim Dinas Kesehatan bersama BPJS (Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial) 

c. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 

Indikator kinerja program sediaan farmasi, alat kesehatan dan 

makanan minuman adalah persentase ketersediaan kebutuhan 

farmasi RSUD dan Puskesmas, persentase ketersediaan 

kebutuhan alat kesehatan pada RSUD dan Puskesmas, dan 

persentase izin apotek dan toko obat yang mendapatkan 

pengawasan. Target dan realisasi dari indikator kinerja yang 

tersebut, disajikan dalam bentuk tabel berikut: 

Tabel  3.11 

Capaian Program Sediaan Farmasi, 

Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 

Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2022 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN  

Persentase 

ketersediaan kebutuhan 

farmasi RSUD dan 

Puskesmas 

100% 91,80% 91,80 

Persentase 

ketersediaan kebutuhan 

alat kesehatan pada 

RSUD dan Puskesmas 

60% 70,93% 118,22 

 Rata-rata Capaian Program Sediaan Farmasi, 

Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 
105,01 
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Rata-rata capaian program sediaan farmasi, alat kesehatan dan 

makanan minuman adalah 105,01% atau termasuk kategori sangat 

tinggi. Dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN), sediaan farmasi, 

Alat kesehatan, dan makanan merupakan sub sistem yang 

meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: aspek keamanan, 

khasiat/kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, 

dan makanan yang beredar; ketersediaan, pemerataan, dan 

keterjangkauan obat, terutama obat esensial; perlindungan 

masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan  

obat; penggunaan obat yang rasional; serta upaya kemandirian di 

bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam 

negeri.  

Penjelasan masing-masing indikator kinerja peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia kesehatan dapat diurai sebagai berikut: 

i. Persentase Ketersediaan Kebutuhan Farmasi RSUD dan 

Puskesmas 

Terkait persentase ketersediaan kebutuhan farmasi pada 

RSUD dan Puskesmas selama tahun 2022 hingga triwulan IV, 

RSUD dan puskesmas telah melakukan belanja obat dan 

Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk memenuhi 

kebutuhan farmasi baik melalui penganggaran APBD 

maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) juga mekanisme BLUD 

dan dana JKN, dengan capaian persentase ketersediaan 

kebutuhan farmasi (obat dan BMHP) pada triwulan 

keempat adalah 91,80% dari target 100%. Nilai tersebut 

merupakan rata-rata capaian ketersediaan kebutuhan 

farmasi di seluruh puskesmas dan RSUD dengan rincian 

persentase ketersediaan kebutuhan obat di puskesmas 

sebesar 94% dan BMHP sebesar 80% serta pada RSUD untuk 

obat persentase ketersediaan sebesar 93,19% dan BMHP 

100%. 

Ketersediaan obat yang direncanakan Dinas Kesehatan Kota 

Makassar untuk memenuhi kebutuhan puskesmas, 

terealisasi 88 jenis obat dari 94 jenis obat yang 

direncananakan atau 94%. Untuk BMHP puskesmas, dari 65 

jenis yang direncanakan terealisasi sejumlah 52 jenis atau 

80%. Pada RSUD, di tahun 2022 direncanakan pengadaan 

397 jenis obat dan dapat dipenuhi sejumlah 370 jenis atau 

93,19% dan untuk BMHP  yang direncanakan 398 jenis, 

seluruhnya atau 100% terealisasi atau dapat dipenuhi. 
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Adapun persentase ketersediaan kebutuhan farmasi pada 

RSUD dan Puskesmas selama tahun 2021 adalah 67,34%, nilai 

tersebut merupakan rerata capaian ketersediaan kebutuhan 

farmasi di seluruh puskesmas dan pada RSUD dengan 

rincian : persentase ketersediaan kebutuhan obat di 

puskesmas sebesar 75,96% dan BMHP sebesar 85,07%, 

adapun pada RSUD untuk obat sebesar 43,46% dan BMHP 

64,88%, tidak sesuai dengan perencanaan dan target awal 

karena adanya beberapa jenis yang tidak tayang pada e-

catalog dan distributor tidak dapat memenuhi pesanan 

disebabkan kesulitan bahan baku, over kapasitas dan 

adanya beberapa produk yang mengalami kenaikan harga. 

ii. Persentase Ketersediaan kebutuhan Alat Kesehatan pada 

RSUD dan Puskesmas 

Untuk pengukuran indikator ketersediaan alat kesehatan 

pada RSUD dan puskesmas dengan target 60%, diperoleh 

capaian 70,93%. Berdasarkan data pada Aplikasi Sarana, 

Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK), ketersediaan alat 

kesehatan pada seluruh puskesmas diketahui sebanyak 

91,3% dan persentase ketersediaan alat kesehatan rumah 

sakit sebesar 50,56% sehingga jika dihitung rata-rata 

persentase ketersediaan alat kesehatan pada RSUD dan 

puskesmas sampai triwulan keempat tahun 2022 adalah 

70,93%. 

Adapun ketersediaan alat kesehatan pada tahun 2021, dari 

target 55%, berdasarkan data ASPAK, ketersediaan alat 

kesehatan puskesmas diketahui 56,63% dan pada RSUD 

Kota Makassar sebesar 49,21%. Dari data hasil capaian 

tersebut diperoleh rerata sebesar 52,92%. 

B. REALISASI ANGGARAN 

Dalam  pelaksanaan  kegiatan dan program berdasarkan tugas dan 

fungsi serta kewenangan yang ada pada Dinas Kesehatan Kota Makassar 

tidak lepas dari adanya dukungan pembiayaan/ penganggaran. Selama 

tahun 2022, Dinas Kesehatan Kota Makassar melaksanakan 5 program 

dengan 23 (dua puluh) kegiatan dan 92 (sembilan puluh dua) sub kegiatan 

serta dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp 573.040.186.757,- (lima 

ratus tujuh puluh tiga milyar empat puluh juta seratus delapan puluh enam 

ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah). 

Dalam pelaksanaan di tahun 2022 mengalami beberapa perubahan 

yang tertuang di dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 
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dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2022 

bertambah menjadi Rp 612.060.256.362,- (enam ratus dua belas milyar 

enam pulu juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua 

rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar 6,81% yaitu sebesar Rp 

39.020.069.605,- (tiga puluh milyar dua puluh juta enam puluh Sembilan 

ribu enam ratus lima rupiah) 

Alokasi anggaran dan realisasi berdasarkan program dapat dilihat 

pada tabel berikut : 
Tabel 3.12 

Alokasi Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program 

Dinas Kesehatan Kota Makassar 

Tahun 2022 

Program dan Jumlah 

Kegiatan 

Alokasi  

(Rp) 

Realisasi 

(Rp)  

Capaian 

(%) 

Program penunjang 

urusan pemerintahan 

daerah kabupaten/kota 

(8 kegiatan) 

156.948.809.486 144.604.321.285 92,13 

Program pemenuhan 

upaya kesehatan 

perorangan dan upaya 

kesehatan masyarakat 

(4 kegiatan) 

444.973.631.876 357.249.047.387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      80,29 

Program peningkatan 

kapasitas sumber daya 

manusia kesehatan (3 

kegiatan) 

230.621.000 189.731.000 82.27 

Program sediaan 

farmasi, alat kesehatan 

dan makanan minuman 

(6 kegiatan) 

1.126.326.000 951.453.500 84,47 

Program pemberdayaan 

masyarakat bidang 

kesehatan (3 kegiatan) 

8.780.868.000 8.451.608.350 96,25 

Total Anggaran  612.060.256.362 511.446.161.522 83,56 

Berdasarkan hasil tabel di halam sebelumnya, terlihat bahwa program 

pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan 

masyarakat memiliki capaian realisasi anggaran yang masih rendah. Hal ini 

disebabkan kegiatan terkait pembangunan fisik yang tidak terealisasi. 
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Beberapa kegiatan juga mengalami pergeseran atau perubahan pada 

anggaran parsial sehingga turut berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan. 

 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan 

masyarakat memuat proporsi anggaran terbesar untuk kegiatan 

Operasional Puskesmas, Operasional Rumah Sakit serta Pengelolaan 

Jaminan Kesehatan Masyarakat yang merupakan pembayaran premi 

Jaminan Kesehatan untuk Penerima Bantuan Iuran atau masyarakat 

kurang mampu. Pada prinsipnya pelayanan Puskesmas maupun Rumah 

Sakit Umum Daerah berjalan sebagaimana mestinya sekalipun secara 

keuangan realisasi anggaran belum maksimal. 

Sumber pembiayaan pada tahun 2022  yang tertuang pada Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Makassar adalah 

sebagai berikut: 

1. Pendapatan 

Untuk tahun 2022 ini, total alokasi pendapatan Dinas Kesehatan Kota 

Makassar termasuk anggaran Rumah Sakit Umum Daerah sebesar  Rp 

63.705.316.000,- dan total realisasi pendapatan sebesar  Rp 

64.178.204.305,- (100,74%), yang terdiri dari: 

URAIAN JENIS 
PENDAPATAN 

ANGGARAN 
(Rp) 

REALISASI 
(Rp) 

CAPAIAN 
(%) 

DINAS KESEHATAN 35.870.000.000 33.493.843.601 93,38 

1. RETRIBUSI 
PELAYANAN 
KESEHATAN 

870.000.000 993.761.750 114,23 

a. Rawat Inap JKN 
b. Persalinan JKN 
c. JKN Non Kapitasi 

Keterangan 
Sehat/ 
Tindakan/Lainnya 

90.000.000 
150.000.000 
420.000.000 
210.000.000 

73.347.100 
94.941.300 

574.134.500 
251.338.850 

81,50 
63,29 
136,70 
119,69 

2. LAIN-LAIN PAD 
YANG SAH 
(PKM+RSUD) 

62.835.316.000 63.184.442.555 100,56 

a. Pendapatan Jasa 
Layanan Umum 
BLUD - Puskesmas 

35.000.000.000 32.500.081.851 92,86 

RSUD KOTA MAKASSAR 27.835.316.000 30.684.360.704 110,24 

b. Pendapatan Jasa 
Layanan Umum 
BLUD- RSUD 

27.835.316.000 30.684.360.704 110,24 

TOTAL DINAS 
KESEHATAN DAN RSUD 

63.705.316.000 64.178.204.305 100,74 
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Adapun pendapatan dana kapitasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) 

di FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) tidak lagi dilaporkan 

oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar, tetapi dilaporkan langsung oleh 

BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota 

Makassar. 

2. Belanja 

Untuk tahun 2022 ini, total alokasi belanja Dinas Kesehatan Kota 

Makassar termasuk anggaran Rumah Sakit Umum Daerah sebesar  Rp 

612.060.256.362,- dan total realisasi belanja adalah sebesar  Rp 

511.446.161.522,- (83,56%), yang terdiri dari: 

a. Belanja Operasi 

Total alokasi anggaran untuk belanja operasi pada Dinas 

Kesehatan Kota Makassar sebagaimana yang termuat dalam 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2022 adalah Rp 

536.497.763.190,- dengan realisasi Rp 460.175.446.469,- (85,77%). 

Dengan rincian sebagai berikut: 

URAIAN ANGGARAN  
(Rp) 

REALISASI  
(Rp) 

CAPAIAN 
(%) 

Belanja Pegawai 140.101.956.398 132.609.769.558 94,65 

Belanja Barang 394.235.806.762 325.405.676.911 82,54 

Belanja Hibah 2.160.000.000 2.160.000.000 100 

TOTAL 536.497.763.190 460.175.446.469 85,77 
b. Belanja Modal 

Jumlah alokasi anggaran untuk belanja modal Dinas Kesehatan 

Kota Makassar tahun 2022 adalah Rp 75.562.493.172,-  dengan 

realisasi sampai bulan Desember Tahun 2022 adalah sejumlah Rp 

51.720.715.053,- (67,85%). Dengan rincian sebagai berikut: 

URAIAN ANGGARAN  
(Rp) 

REALISASI  
(Rp) 

CAPAIAN 
(%) 

Belanja Peralatan 
dan Mesin 

51.519.827.172 38.573.340.991 74,87 

Belanja Gedung 
dan Bangunan 

12.205.100.000 1.772.507.612 14,52 

Belanja Jalan, 
Irigasi dan 
Jaringan 

8.170.250.000 8.031.703.700 98,30 

Belanja Aset 
Tetap Lainnya 

1.132.000.000 818.345.000 72,29 

Belanja Aset 
Lainnya 

2.535.316.000 2.074.817.750 81,84 

TOTAL 75.562.493.172 51.270.715.053 67,85 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Makassar pada 

tahun anggaran 2022 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas 

Kesehatan Kota Makassar Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat 

kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan 

serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang berlum tercapai 

perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. 

Pada Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kota Makassar melaksanakan 

sejumlah 23 kegiatan dengan 92 sub kegiatan yang termuat dalam 5 sasaran 

dan 5 program sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. 

Pencapaian target kinerja berdasarkan pengukuran indikator kinerja terbagi 

atas capaian indikator kinerja sasaran dan capaian indikator kinerja program 

prioritas. Pada seluruh sasaran diperoleh capaian hasil rata-rata yaitu 0,74% 

(kategori sangat rendah), sedangkan pada program prioritas diperoleh 

capaian hasil rata-rata yaitu 101,45% (kategori sangat tinggi) dengan 

persentase serapan anggaran sebesar 83,56%. 

Sasaran dan program maupun kegiatan yang belum optimal 

pelaksanaannya dan belum mencapai target, memerlukan perhatian pada 

tahun selanjutnya, begitupun indikator yang belum terukur atau yang telah 

diukur namun capaian masih belum sesuai target maka perlu mendapat 

tindaklanjut. Indikator yang belum mencapai target antara lain Angka 

Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi per 1.000 

kelahiran hidup, prevalensi TB dan prevalensi HIV, serta persentase warga 

negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan. 

Pelaksanaan berbagai sasaran dan program maupun kegiatan pada 

Dinas Kesehatan Kota Makassar dalam upaya pencapaian target indikator 

kinerja selama tahun 2022 tentunya tidak lepas dari berbagai kendala sebagai 

berikut: 

1. Adanya pergantian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di 

pertengahan tahun. 

2. Kenaikan pajak menjadi 11% yang berdampak pada perubahan harga dan 

beberapa produk khususnya obat dan BMHP turun tayang pada e-

katalaog. 

3. Beberapa pelaporan rutin yang tidak tepat waktu dari puskesmas dan 

jejaringnya 

4. Penyesuaian rincian pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran khususnya 

terkait pengadaan 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 
 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini : 

 

Nama : dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes 

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar 

 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

 

Nama : Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto 

Jabatan : Walikota Makassar 

 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti 

yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan 

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 

 

Makassar,      Januari 2022 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIHAK KEDUA 
 
 
 
 

Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto 

PIHAK PERTAMA 
 

 
 
 

  dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes  
 
Kemenkes RI 
Di 
Jakarta 
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NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 2 3 4 

1 Meningkatnya 
Kualitas Pelayanan 
Kesehatan 

Usia Harapan Hidup 72.1% 

2 Menurunnya Angka 
Kematian Ibu  

Angka Kematian Ibu per 100.000 
Kelahiran Hidup 

42.17% 

3 Menurunnya Angka 
Kematian Bayi 

Angka Kematian Bayi per 1000 
Kelahiran Hidup 

1.29% 

4 Menurunnya Penyakit 
Menular dan Tidak 
Menular  

a. Prevalensi Tuberkulosis 

b. Prevalensi HIV 

c. Pelayanan Kesehatan Penderita 

Hipertensi 

d. Pelayanan Kesehatan Penderita DM 

0.2% 

0.041% 

100% 

 

100% 

5 Menurunnya Masalah 
Gizi 

a. Persentase Balita Gizi Buruk  

b. Prevalensi Balita Gizi Kurang 

c. Prevalensi Stunting 

1.64% 

6.05% 

6.90% 

NO PROGRAM INDIKATOR TARGET 

1. Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

a. Indeks Kepuasan ASN Perangkat 
Daerah terhadap pelayanan 
kesekretariatan (Kepegawaian, 
Perlengkapan dan Keuangan) 

90% 

b. Persentase sarana dan prasarana 
aparatur dalam kondisi baik 

90% 

c. Persentase ketersediaan laporan 
keuangan dan laporan kinerja  
Perangkat daerah 

100% 

2. Pemenuhan Upaya 
Kesehatan 
Perorangan dan 
Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

a. Persentase ibu hamil mendapat 
layanan Kesehatan ibu hamil 

100% 

b. Persentase ibu bersalin mendapat 
layanan kesehatan 

100% 

c. Persentase bayi baru lahir 
mendapatkan layanan kesehatan bayi 
baru lahir 

100% 

d. Persentase balita yang mendapat 
layanan kesehatan 

100% 

  e. Persentase warga negara usia 
pendidikan dasar yang mendapatkan 
layanan Kesehatan 

100% 

  f. Persentase warga negara usia 
produktif yang mendapatkan layanan 
kesehatan 

100% 

  g. Persentase warga negara usia lanjut 
yang mendapatkan layanan Kesehatan 

100% 

  h. Persentase warga negara penderita 
hipertensi yang mendapatkan layanan 
kesehatan 

100% 

    



  i. Persentase warga negara penderita 
diabetes melitus yang mendapat 
pelayanan kesehatan 

100% 

  j. Persentase warga negara dengan 
gangguan jiwa berat yang terlayani 
kesehatan 

100% 

  k. Persentase warga negara terduga 
tuberklosis yang mendaptkan layanan 
kesehatan 

100% 

  l. Persentase warga negara dengan 
resiko terinfeksi virus yang 
melemahkan daya tahan tubuh (human 
immunodeficiency virus) yang 
mendapatkan layanan  

100% 

3. Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Manusia 
Kesehatan 

Persentase sumber daya manusia 
kesehatan yang mendapatkan 
pendidikan dan pelatihan teknis  

85% 

4. Sediaan Farmasi, Alat 
Kesehatan dan 
Makanan Minuman 

a. Persentase ketersediaan kebutuhan 
farmasi pada RSUD dan Puskesmas 

100% 

 b. Persentase Ketersediaan kebutuhan 
Alat Kesehatan pada RSUD  

60% 

5. Pemberdayaan 
Masyarakat 
Kesehatan 

a. Persentase posyandu aktif 100% 

b. Cakupan bayi mendapat ASI Eksklusif 45% 

 

Makassar,      Januari 2022 

Kepala Dinas Kesehatan 

Kota Makassar 

 

 

dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes 

Pangkat : Pembina 
NIP          : 19730112 200604 2 012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN 

Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

Rp.  156.841.657.774,-   

Program Pemenuhan Upaya 
Kesehatan Perorangan dan 
Upaya Kesehatan Masyarakat 
 

Rp.  406.581.693.983,-  

Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Manusia Kesehatan 
 

Rp.         230.621.000,-   

Program Sediaan Farmasi,  
Alat Kesehatan dan Makanan 
Minuman 
 

Rp.       1.126.326.000,-   

Program Pemberdayaan 
Masyarakat Kesehatan 

Rp.     8.259.888.000,-   

TOTAL ANGGARAN Rp.  573.040.186.757,-  ,- 
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WALIKOTA MAKASSAR 
 
 

 

 
Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto 

KEPALA DINAS KESEHATAN 
KOTA MAKASSAR 

 
 

 

 
dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes 

 



 
 

 
 
 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 
 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini : 

 

Nama : dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes 

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar 

 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

 

Nama : Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto 

Jabatan : Walikota Makassar 

 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti 

yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan 

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 

 

Makassar,      November 2022 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIHAK KEDUA 
 
 
 
 

Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto 

PIHAK PERTAMA 
 

 
 
 

  dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes  
 
Kemenkes RI 
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NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 2 3 4 

1 Meningkatnya 
Kualitas Pelayanan 
Kesehatan 

Usia Harapan Hidup 72.1% 

2 Menurunnya Angka 
Kematian Ibu  

Angka Kematian Ibu per 100.000 
Kelahiran Hidup 

42.17% 

3 Menurunnya Angka 
Kematian Bayi 

Angka Kematian Bayi per 1000 
Kelahiran Hidup 

1.29% 

4 Menurunnya Penyakit 
Menular dan Tidak 
Menular  

a. Prevalensi Tuberkulosis 

b. Prevalensi HIV 

c. Pelayanan Kesehatan Penderita 

Hipertensi 

d. Pelayanan Kesehatan Penderita DM 

0.2% 

0.041% 

100% 

 

100% 

5 Menurunnya Masalah 
Gizi 

a. Persentase Balita Gizi Buruk  

b. Prevalensi Balita Gizi Kurang 

c. Prevalensi Stunting 

1.64% 

6.05% 

6.90% 

NO PROGRAM INDIKATOR TARGET 

1. Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

a. Indeks Kepuasan ASN Perangkat 
Daerah terhadap pelayanan 
kesekretariatan (Kepegawaian, 
Perlengkapan dan Keuangan) 

90% 

b. Persentase sarana dan prasarana 
aparatur dalam kondisi baik 

90% 

c. Persentase ketersediaan laporan 
keuangan dan laporan kinerja  
Perangkat daerah 

100% 

2. Pemenuhan Upaya 
Kesehatan 
Perorangan dan 
Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

a. Persentase ibu hamil mendapat 
layanan Kesehatan ibu hamil 

100% 

b. Persentase ibu bersalin mendapat 
layanan kesehatan 

100% 

c. Persentase bayi baru lahir 
mendapatkan layanan kesehatan bayi 
baru lahir 

100% 

d. Persentase balita yang mendapat 
layanan kesehatan 

100% 

  e. Persentase warga negara usia 
pendidikan dasar yang mendapatkan 
layanan Kesehatan 

100% 

  f. Persentase warga negara usia 
produktif yang mendapatkan layanan 
kesehatan 

100% 

  g. Persentase warga negara usia lanjut 
yang mendapatkan layanan Kesehatan 

100% 

  h. Persentase warga negara penderita 
hipertensi yang mendapatkan layanan 
kesehatan 

100% 

    



  i. Persentase warga negara penderita 
diabetes melitus yang mendapat 
pelayanan kesehatan 

100% 

  j. Persentase warga negara dengan 
gangguan jiwa berat yang terlayani 
kesehatan 

100% 

  k. Persentase warga negara terduga 
tuberklosis yang mendaptkan layanan 
kesehatan 

100% 

  l. Persentase warga negara dengan 
resiko terinfeksi virus yang 
melemahkan daya tahan tubuh (human 
immunodeficiency virus) yang 
mendapatkan layanan  

100% 

3. Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Manusia 
Kesehatan 

Persentase sumber daya manusia 
kesehatan yang mendapatkan 
pendidikan dan pelatihan teknis  

85% 

4. Sediaan Farmasi, Alat 
Kesehatan dan 
Makanan Minuman 

a. Persentase ketersediaan kebutuhan 
farmasi pada RSUD dan Puskesmas 

100% 

 b. Persentase Ketersediaan kebutuhan 
Alat Kesehatan pada RSUD  

60% 

5. Pemberdayaan 
Masyarakat 
Kesehatan 

a. Persentase Posyandu Aktif 100% 

b. Cakupan bayi mendapat ASI Eksklusif 45% 

 

Makassar,      November 2022 

Kepala Dinas Kesehatan 

Kota Makassar 

 

 

dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes 

Pangkat : Pembina 
NIP          : 19730112 200604 2 012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN 

Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

Rp.  156.948.809.486,-   

Program Pemenuhan Upaya 
Kesehatan Perorangan dan 
Upaya Kesehatan Masyarakat 
 

Rp.  444.973.631.876,-  

Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Manusia Kesehatan 
 

Rp.         230.621.000,-   

Program Sediaan Farmasi,  
Alat Kesehatan dan Makanan 
Minuman 
 

Rp.       1.126.326.000,-   

Program Pemberdayaan 
Masyarakat Kesehatan 

Rp.     8.780.868.000,-   

TOTAL ANGGARAN Rp.  612.060.256.362,-  ,- 
 

 
 
 

 
                                                    Makassar,     November 2022 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WALIKOTA MAKASSAR 
 
 

 

 
Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto 

KEPALA DINAS KESEHATAN 
KOTA MAKASSAR 

 
 

 

 
dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes 
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